
SALINAN

KOMISI PEMIUHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

NOMOR 2I TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang

Mengingat

:4.

b.

c.

: 1.

bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan

tugas dan fungsi guna mewujudkan good gouemance darr

pelayanan prima kepada masyarakat;

bahwa dalam rangka mengukur kinerja organisasi berkaitan

dengan ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pedoman

Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494;
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2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia

Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahur: 2O22

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Irmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

Peraturaa Pemerintah Nomor l1 Tahun 2Ol7 tentang

Manqjemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor l l
Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 68,

Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor

64770;

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O2l tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (tembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2l Nomor 202, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Sekretariat (e6l5i p6milihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2O20

tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Keqia

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat

3
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Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Sipil Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 649);

Peraturan Menteri Pendayagunaal Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi 2O2O-2O24 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman

Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 4421;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN MUNA.

Menetapkan Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang terdiri atas:

1. l,ampiran I Pedoman Teknis Tata [aksana Standar Operasioal

Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Muna;

2. Lampiran II Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagian

Keuangan, Umum dan logistik;

8

9

Menetapkan

KESATU
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KEDUA

KETIGA

3. Lampiran III Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagran

Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;

4. Lampiran IV Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagran

Perencanaan, Data dan Informasi; dan

5. L^ampiran V Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagran

Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

Pedoman Teknis Tata l,aksana Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna bertujuan

sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Penyelenggara

Pemilihan Umum dan/atau Pemilhan serta tugas-tugas rutin

lainnya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha

pada tanggal 15 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

MUNA
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ttd
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN

MUNA

NOMOR 2I TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan

kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan

adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang

mempunyai integritas, profesionalitas, akuntabilitas serta pola kerja yang efektif,

efisien, tepat sasaran dan memiliki daya guna optimal.

Selain penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Muna juga bertugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta

tugas-tugas rutin sebagai satuan kerja pemerintah. Demi mencapai tujuan dan

pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan serta tugas-

tugas rutin lainnya, dalam melaksanakan tugasnya agar Pemilihan Umum dan

Pemilihan dapat terselenggara dengan sukses, dengan mengutamakan prinsip jujur,
adil, efektif dan efisien, perlu adanya suatu standar operasional prosedur yang

mengatur bagaimana Penyelenggara Pemilihan Umum dapat bekerja sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi pemerintahan

pada lingkungan KPU Kabupaten Muna, Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai

acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bagran. Mengingat

kebutuhan terkait SOP masing-masing bagran sangat dibutuhkan guna kelancaran

tugas KPU Kabupaten Muna, maka diperlukan Pedoman Teknis Tata Laksana Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan KPU Kabupaten Muna.
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B. MAKSUDDANTUJUAN

Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan

sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Muna agar dalam melaksanakan tugas dan

fungsi sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan serta pelaksanaan

tugas-tugas rutin lainnya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mencapai maksud tersebut,

maka Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk meminimalisir risiko

kesalahan dalam beke{a, tertib administrasi dan prosedur, serta peningkatan kine{a
organisasi di lingkungan KPU Prorrinsi Sulawesi Tenggara.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur ini
mencakup kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing bagian yaitu

Bagran Hukum dan Sumber Daya Manusia, Bagian Keuangan, Umum dan logistik,

Bagian Telo:ris Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, dan Bagian

Perencanaan, Data dan Informasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Muna.

D. DASAR HUKUM

l. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan l-embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupate, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

65a\;
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3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum (L,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentnag Manajemen Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O2l tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 35 Tahun 2O12 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 649);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2Ol2 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2O2l tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita. Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
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9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2O2O tentang T\rgas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabuoaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

12361.

E. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan

ral$/at untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga

Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas

melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan

diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

3. KPU Kabupaten adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten.

4. Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan Keputusan Anggota KPU,

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

5. Sekretariat KPU Kabupaten adalah lembaga kesekretariatan KPU yang

berkedudukan di Kabupaten yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU

Kabupaten.

6. Divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota berdasarkan tugas pokok dan

fungsi.

7. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan antar anggota KPU, KPU Provinsi, dan

KPU Kabupaten / Kota guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan
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perencanaan dan pelaksanaan tugas serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan

daya guna yalg sebesar-besarnya.

8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu

pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi

dan alat penilaian kine{a instansi pemerintah berdasarkan indicator-indikator

teknis, administrative dan procedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem

keqia pada unit kerja yang bersangkutan.

9. Surat Dinas adalah surat yang telah dikeluarkan oleh kantor pemerintah maupun

instansi atau juga lembaga yang resmi lainnya.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara.
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BAB II

GAMBARAN KPU KABUPATEN DAN

SEKRETARIAT KPU KAE}UPATEN MUNA

A. Bidang Tugas Divisi Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019, Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten Muna yang be4'umlah 5 (lima)

orang yaitu meliputi sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan logistik
Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan,

memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebljakan:

a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;

b. Protocol dan kearsipan;

c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;

d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;

e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD

Kabupaten/Kota; dan

f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistic Pemilu Dan

Pemilihan.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, Sumber Daya

Manusia.

a. Sosialisasi kepemiluan;

b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;

c. Publikasi kehumasan;

d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;

e. Ke{a sama antar lembaga;

f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;

g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;

h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;

i. Pengembangan budaya ke{a dan disiplin organisasi;

j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
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k. Penelitian dan pengembangaa kepemiluan; dan

l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

a. Menjabarkan program dan anggaran;

b. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;

c. Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan anggaran;

d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;

e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;

f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan

g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan

a. Pengusulan daerah pemilihan dan alikasi kursi;

b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;

c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;

d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;

f. Pelaporan dana kampanye; dan

g. Penggantian antar walrtu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan

a. Penyusun€rn rancangan Keputusan KPU Kabupaten Muna/Kota;

b. Telaah hokum dan advokasi hokum;

c. Dokumentasi dan publikasi hokum;

d. Pengawasan dan pengendalian intemal;

e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non

tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan

f. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang

dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

B. Koordinator Wilayah Anggota KPU Kabupaten Muna

Wilayah Kabupaten Muna terdiri atas 22 Kecamatan yaitu:

1. Napabalano;

2. Maligano;
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3. Wakorumba Selatan;

4. la.salepa;

5. Batalaiworu;

6. Ihtobu;

7. Duruka;

8. lohia;

9. Watopute;

10. Kontunaga;

11. Kabangka;

12. Kabawo;

13. Parigi;

14. Bone;

15. Tongkuno;

16. Pasir Putih;

17. Kontu Kowuna;

18. Marobo;

19. Tongkuno Selatan;

20. Pasikolaga;

21. Batukara; dan

22.Towea.

KPU Kabupaten Muna men5 rsun Koordinator Wilayah (Korwil) dengan susunan

terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua Koordinator Wilayah dan ditetapkan dengan

Keputusan KPU Kabupaten Muna. Korwil anggota KPU Kabupaten Muna mempunyai

tugas untuk meLakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan/atau mempercepat

penyelesaian permasalahan PPK, PPS, KPPS dan PPDP yang berada dalam wilayah

ke{anya.

C. T\rgas, Fungsi dan Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Muna

Berdasarkan Pasal 231 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 21 Tahun 2023

Sekretariat KPU Kabupaten /Kota terdiri atas:

a. Sub Bagran Keuangan, Umum dan Logistik;

b. Sub Bagran Telalis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
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c. Sub Bagran Perencanaan, Data, dan Informasi;

d. Sub Bagian Parlisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;

l. Sub Bagran Keuangan, Umum dan logistik

Dalam Pasal 232, Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 231 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan

penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga,

umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

2. Sub Bagran Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf b mempunyai tugas melakukan

analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan

surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum dilingkungan KPU Provinsi,

penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi

penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan.

3. Sub Bagran Perencanaan, Data, dan Informasi

Sebagaimana dimalsud dalam Pasal 231 huruf c mempunyai tugas melakukan

analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta

pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten / Kota.

4. Sub Bagran Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf d mempunyai tugas melakukan

analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih, dan hubungan masyarakat,

serta pengelolaan sumber daya manusia di fingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Tugas Sekretariat KPU Kabupaten Muna sebagai berikut:

1. Membantu penyusunErn program dan anggaran Pemilu;

2. Memberikan dukungan teknis administrative;

3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan

Pemilu;

4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota

Dewan Perwakilan Ra1ryat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan

Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Membantu perumusan dan pen5rusunan Rancangan Keputusan KPU

Kabupaten/Kota;

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna


-11 -

6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan

pertanggungiawaban KPU Kabupaten/ Kota; dan

7. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Muna adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencan dan program ke{a serta pelaporan kegiatan di

lingkungan KPU Kabupaten lKota;
2. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu

kepada KPU Kabupaten/Kota;

3. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan,

perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di

lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

4. Fasilitasi pen),usunan Rencangan Keputusan KPU Kabupaten /Kota;
5. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan

Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Pelaksanaan dokumentasi hokum, hubungan masyrakat, dan ke{a sama

dibidang penyelenggaraan Pemilu ;

7. Pelayanan data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;

dan

8. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Muna adalah sebagai berikut:

l. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu

berdasarkan norrna, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam

hurufa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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D. Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Muna

Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Muna dilaksanakan setiap minggu, yang

dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna beserta Sekretaris, dan Kepala

Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Muna. Rapat Pleno Rution KPU

Kabupaten Muna dipersiapkan oleh Sub Bagian Keuangan, Umum dan togistik.

Dalam Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Muna dibahas hd-hal sebagai berikut:

1 Penyampaian laporan kineq'a Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah

anggota KPU Kabupaten Muna;

2. Pembahasan terkait evaluasi kerja dan agenda rutin setiap minggu KPU KPU

Kabupaten Muna;

3. Penyampaian laporan kegiatan yang telah dilaksanakan masing-masing bagian;

4. Pembahasan rencana agenda masin-masing bagian; dan

5. Pembahasan terkait Tahapan Pemilu dan Pemilihan dan/atau non Tahapan Pemilu

dan Pemilihan yang dianggap penting lainnya.

E. Alur Disposisi dan Paraf Koordinasi

Dalam melaksanalan tugas dan fungsi anggota KPU Kabupaten Muna beserta

Sekretariat KPU Kabupaten Muna perlu dilakukan koordinasi sesua dengan hirarki

struktur organisasi. Koordinasi sesuai hierarki strulrtur organisasi diwujudkan melalui

Disposisi dan Paraf Koordinasi dari mulai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna

sampai dengal Sekretaris dan jajaran Pejabat Strulrtural Sekretariat KPU Kabupaten

Muna.
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Alur Disposisi dan paraf Koordinasi dimaksud adalah sebagai berikut:

Keterangan c Disposisi

f : Paraf Koordinasi

KETUA KPU
KABUPATDN MUNA

ANGGOTA KPU
KAIIUPATEN MUNA

SEKRETARIS KPU
KABUPATEN MUNA

KEPAI-A SUB BAG]AN

\.2
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Dalam menerima surat masuk dan/atau pelaksanaan tuga, Ketua KPU Kabupaten

Muna Melakukan disposisi kepada Penanggung Jawab Divisi Anggota KPU Kabupaten

Muna yang sesuai dengan tugas masing-masing untuk ditindaklanjuti. Masing-masing

Divisi terkait melakukan disposisi kepada Sekretaris yang kemudian akan diteruskan

kepada masing-masing Kepala Sub Bagian terkait untuk dilakukan pelaksanaan

kegiatan. Disposisi digunakan dan berfungsi untuk mengetahui petunjuk atau

tindakan yang harus dilakukan oleh struldur organisasi dari atasan kepada bawahan

sesuai struktur hierarki organisasi KPU Kabupaten Muna.

Paraf Koordinasi dilakukan mulai dari struktur hierarki organisasi KPU

Kabupaten Muna dari mulai Kepala Sub Bagian hingga Anggota KPU Kabupaten Muna

yang kemudian akan dilegalisasi oleh Ketua KPU Kabupaten Muna. Paraf Koordinasi

bertujuan untuk pelaksanaan koreksi dan revisi secara bertingkat guna meminimalisir

kekeliruan dan kesalahan substansi dokumen dan/atau pelaksanaan kegiatan yang

akan dilaksanakan. Paraf Koordinasi juga dilaksanakan sebagai bentuk persetujuan

dan kesepakatan dari setiap tingkat struktur hierarki organisasi KPU Kabupaten Muna

dalam mengeluarkan dokumen dan/atau pelaksanaan kegiatan di lingkungan KPU

Kabupaten Muna.
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BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUNA

Standar Operasiona Prosedur di lingkungan KPU Kabupaten Muna dilaksanakan oleh

masing-masing sub bagian yaitu Sub Bagran Keuangan, Umum dan Logistik, Sub Bagian

Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum, Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dan

Sub Bagian Partisipasi dan Sumber Daya Manusia, Standar Operasiona Prosedur dimaksud

adalah sebagai berikut:

A. Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagran Keuangan, Umum dan logistik
(Lampiran II).

1. Pengelolaan Keuangan, terdiri dari:

a. Belanja Pegawai Pembayaran Gaji Induk, Susulan, Kekurangan Gaji dan Uang

Makan;

b. Belanja Pegawai Pencairan Uang Makan;

c. Belanja Pegawai Pembayaran T\rnjangan Kine{a dan Honor Rutin;

d. Belanja Rutin Proses Belanja Operasional, Belanja Jasa, dan Belanja Barang (UP,

UP KKP);

e. Belanja Rutin Proses Belanja Pe{alanan Dinas Melalui LS Bendahara;

f. Belanja Modal; dan

g. Proses Pengajuan Pembayaran Honor Tim/ Po\ia dan Narasumber dan Uang

Transport Kegiatan.

2. Pengemudi/Sopir Kendaraan Dinas Pimpinan;

3. Pengemudi/ Sopir Kendaraan Dinas Operasional;

4. Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kantor;

5. Pengelolaan Surat Dinas, terdiri sebagai berikut:

a. Surat Masuk;

b. Surat Keluar Umum; dan

c. Surat Keluar Khsusus.

6. Keamanan Kantor;
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B. Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagran Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Hukum (Lampiran III)

1. Pelayanan Autentifikasi Partai Politik;

2. Layanan Penggantian Antar Waktu DPRD Provinsi;

3. Penerimaan l.aporan Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau
Pakta Integritas; dan

4. Penyusunan Keputusan.

C. Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagran Perencanaan, Data dan Informasi

(Lampiran IV)

1. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

2. Penyusunan l.a.poran Kineq'a;

3. Aplikasi Monev Bappenas (PP 39);

4. Aplikasi Monev Kemenkeu (SMART);

5. Penataan Website;

6. Penyusunan Pe{anjian Kine{a;

7. Penyusunan Rencana Keda; dan

8. Revisi Anggaran;

D. Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagran Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan

Sumber Daya Manusia (Lampiran V).

1. PeLayanan Informasi Publik;

2. Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi; dan

3. Pengurusan Administrasi Kepegawaian;
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BAB IV

PENUTUP

Pedoman Teknis Tata L€.ksana Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai

pedoman bagi KPU Kabupaten Muna dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai

Penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan serta tugas-tugas rutin lainnya,

sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, efektif, efisien serta

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILII{AN UMUM

MUNA
Teknis Penyelengga.raan psrnilu dan Hukum,

ri

\I
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MUNA

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PADA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
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KOMISI PEMILIHAN T]MUM
KABI]PATEN MI]NA

SUB BAGIAN KEUANGA]\{, UMUM
DAN ITOGISTIK

Nornor SOP Tahun 2025

Tanggal Pembuatan September 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efekif SeDrember 2025

Disahkan Oleh

NU rtr

a 6o.
MUT,IA

ASKAR ADI JAYA
Nama SOP : Peogclolaan Iffiffi

DASAR HTIKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

l. UlJ. No. 7 Tahun 2007 t€ntang Pemilihan Umum;
2. Peratursn Menteri Keuangan Republik Indonesia Normr

I78/PMK05/200I ter ang Tda Cara Pembayaran

Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor

PER66/PB/200 5 tentang mekanisme Pelaksanaan
Pembayaran atas beban Anggaran Pendspatan dan
Belanja Negara-

4. Peraturan Dtektur Jendera.l Perbendaharaan Nomor
PER3/PB/2014 tentang Peunjuk Teknis Panaausahaarl
Pembukuan dan Pertanggunqjawaban Bendahara pada

Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara serta Verifikasi Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara.

5. Kepuhsan KPU RI No.753/HK03.l/02/2O21 t$tarlg
Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara
di Lingkungan KPU

Memahami Alur Penataan dan Pengelolaan Keuangan

JTiMLAH PELAKS. NA

Minimal 2 orang

KETERIGITAN PERL,{TAN/Kf, LENG IGP,{N

SOP Pemaaan Pengelolaan Keuangan Menuju Trarsparansi
Anggaran yang Tersedia dalam DIPA KPU

I. DIPAKPU 2022
2. RKAKI
3. Keputusan KPU No. 60 Tahtrn 2022 tentang Juknis Pelaksanaan

Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN

Apabila tidak dilaksanakan secara maksimal akan
rnempengaruhi realisasi anggaran dan Iadikator Kinerja
Pelaksana Anggamn (IKPA)

l. taporan Pertanggugiawaban
2. Laporan LIVCalk
3. laporanSimonika/LPPA
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No Uraiar Prosedur

\lata Baku

Ket
PPABP

Bendahen
Pengelurrar

PPK PPSPM KPA
KPPN/B.nk
Oper.tiond

/PNS lbt
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I
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I
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\o
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Telaaban
Sraf d{i
bagran-

bagian -vang
mclalorka
pei'jala n
dao rincian
perjalanan

dinas

3 Hari

2
Pembuatsr Surat
Tugas dan SPD

Telaahan
Staf dari
bagran-

bagiao Iarg
melahrlian
perjalanan

yang tetah di
aca

Seketads

i0
Menlt

SuIat
Tugas

dan SPD

3

Perekaman
SPP/SPM belanja
Perjadir pada

Aptikasi Safti,
Cetat SPP.
Validasi SPP.

ADK OTP PPK-
Cetak SPM,
Vdidasi SPM,
ADK OTP
PPSPM-

SPM beserta
lampiraanl a

)-'arg telah
discan

30
Menit

Ten+loa
ddi

Aptikasi
Sald

Menungg
u Proses
KPPN

l Kirim ADK ke
KPPN

ADK SPM 20
Menit

Tenploa
ddi

Aplikasi
Salli

Menungg
u Hasil
Validasi
KPPN

(sP2D)

f

Pembayaran
perjslamn dinas
oleh berdahsra
pengetuaran daa
dibuhrlian oleh
bendahara sebagai
laporan
p€rtanggunda$ ab

an di aplikasi
sakti

Mencntat
SP2D

olomatis
5 Menit

Terb€otu
h1a LPJ
Pengelua

ftm

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna


8

No Urrirn Pmrcdur

P€hkssIlr

Kct.
PBJ

Bendrhrn
Pengelu.r.

o
PPK

Pih.k
Ke Tigr PPSPM

KPPN/B.nk
Oper.!iord

/PNS }br
Ouiput

6 Belraja Modrl

I

Proses Doliumen
KoDhak ! ang
terdti dari
dokumen kontrali
antara lain :

Penan'aran Harga-
Surlt P€danjiarl
dan Pendukung
Kontrak Lainn!".

Kootrat dan
Lampiraml

a

i Hari

2

Pengajuan
Dokumen
Kontrak oleh
PPSPM setelah
lengkap barulah
dicatat datl
didafta*an kc
KPPN

Ko rak dar
Lalnpiranny

a

30
Menit

Ringlasa
ll

KoDtrak
telah di

daftarlian
ke KPPN

Setelah
mendapatkan
Pers€tujuro
kontrak dari
KPPN, pembuatan

SPP/SPM kotrtral
s€suai dangan
waktu
pembayaran yang
telah ditenhtkan
datam ringlasan
konravErmir
kontrak

Doliumen
Kontrak
b€serta

lampirannya
serta resume
kontrak yang

sudah di
dafta*an di

KPPN

30
Menit

SPP/SP
M

Koltrat
tcrlampir

4 Upload Dotruman
SPN{- bosena

Lampiran.
Vaiidasi SPM dan

OTP PPSPM,
ADK SPM

dikirim ke KPPN

SPM heserta
lampirano! a

) ang telah
disca

30
N'lenit

Touploa
ddi

Aplikasi
Sal"ti

Meoungg
u Hasil
Validasi
KPPN
(sP2D)

)

Mcac.etah
Laporan
Pertanggung
Jawaban
Bendahara
Peageluaran di
Aplitasi SAKTI

Mencatat
SP2D

otomatis
5 Menit

Tetbentu
knla LPJ
Pengclua

ran

I

I

I t

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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Urrinn Proscdur

Ifuls Blku

lGr.
Xrlobbrg/
S€kEt rlv

Kehrr
PPK

Bendrharr
PcDgelurnn

KPPN/Benk
Operaslond

/PNS rbr
Pel:]&l:alrl| Output

1 Prct€! Pengrjurr Pcobryeran Honor Tim/Pokj.drh Urllg Tmnsporr Kcgiitrn

I

Penlusruan SK Kelompok
Ke.ja Pembuatar SK
Narasumber dan Tim/Panitia
sesuai dengar !'ang teftih.log
dalam RKA/Juknis Kegiaran
kemudian dikoreksi dan
diparaf oleh kssubag serta
ditandatangani oleh Seketaris
KPU atau Ketua KPU

Pros€s
Pelaksaoaan

Kegiarao
5 Hari

2

SK Kelompok Kd4
Narasumber- Paoitia kegiatan
bes€rta d8t8 dulitmgnl a unuli
dikoreksi oleb PPK tq*ait
Af-utr dan Nominal Pokja 1'ang
tcrtuarg dalEm RKA./Julnis.
Setelah disetujui oleh PPK
diserahkan ke Bendahara
Pengeluaran unnrk dibuatlan
Kuitansi Pembayaran

-:l-t- -

Lsporan
Kegiatatr

Rangkap 3

1.ang sudah
ditandataDga

ni oleh
punpinan
dan danar

penerinaan

30
Menit

3

SK dan Laporan Pokja sudah
dir,ndatangani Rangla 3

unluk proses Pcmbua&n
SPPiSPM dan Daftar
PenerimaEn Kclompok Ke{a,
Narasumber dart
Trosport/Uang SaLu
Kegiatan.

tidak

f l
L{pordtr
Kegiatar

Rar*ap 3
yang sudah

ditandatanga
ni oleh

pimpinan
dan daftar

peoerimaan

l5
M€nit

4

Upload Dolrlmen SPM-
beserta Lampiran- Vatidasi
SPM dan OTP PPSPM. ADK
SPM rtikirim lie KPPN

L
SPP bcserta
lampirannla
tang telah

discan

30
Mcnit

Tenploa
ddi

Apliliasi
SAKTI

Menungg
u Hasil
Valid8si
KPPN
(SP2D)

5

Meocetali Lapora
P€{tanggung Ja$aban
Bendahara Pengeluaran di
Aplitasi SAKTI

Mencatat
SP2D

Otomatis
\'{cnit

Terbentu
L:nva LPJ
PeBgelua

ran

PPSPM

I

I

I
I

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM
DAN LOGISTIK

Nomor SOP Tahun 2025

Tanggal Pembuatan September 2025

Tangga.l Revisi

Tanggal Efektif ry*sp2s

Disal*an Oleh

I,J
(L KABU 6

MU

o
L ASKAR ADI JAYA

Nama SOP : PengemudVSopir Kendaraan Dinas Operasional

D.{S,{R HI,'KLM KU,ALIFIKASI Pf, LAKSANA

l. UU. No. 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2t Tahun

2023 tertang Perubahan Kedua atas Peratwan l(omisi
Pemilihan Umum Nonnr 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekr€tariat
Jenderal Komisi Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Seketariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten /Kota;

3. Keputusan Sekjen KPU RI Nonnr 1889/SDM.0I-
K{y/O{lz0zl tentang Perubahan atas Keputusan Sekjen

Nomor 652ISDM.0l-Kpt/05Elf\,/7lzo2l tentang
P€turuut Teknis Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri pada Seketariat Jenderal KPU,
Seketariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU
Kab/Kota"

l. Memiliki kemampuan mengendarai nnbil;
2. Memiliki SIM A.

JI.JIII LAH PELAKSANA

Minimal 3 orang

KETERT(AITAN

Buku agenda, Alat kebersihan kendaraan.

PERINGATAN

Prosedur ini walib dilaksanakan sesuai alur kegiatan Buku Agenda

PERLATANiKf,LENGKAPAN

PENCATATAN DAN PENDAPATAN

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MTJNA

SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM
DAN I,OGISTIK

Nomor SOP Tahun 2025

Tanggal Pembuatan September 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif ,H€I202s

Disahkan Oleh

F ttt

lu
G

MUNA

o
ASKAR ADI JAYA

Nama SOP : Pemcliharaan Kebersihan Linglongan Krntor

D.{SAR HtIKLM KUALIFIKASI PELAKSANA

L UU. No. 7 Tahun 2007 taltang Pemilihan Umum;
2. P€raturan Komisi Pemilihan Umum Norror 2l Tahun

2023 tenlang Perubahan Kedua aas Perauran Komisi
Pemilihan Umum Nomor l4 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasl dan Tua Kerja Sekr€tariar
Jenderal Komisi Umum, Seketariat Komisi Pemilihan
Umum Provirsi dan Seketariat Komisi Pemilihan
Umum l(abupaten (ota;

3. Keputusan Sekjen KPU RI Nornor 1889/SDM.0I-
Kpt/0412O21 tentang Perubshan atas Keputusan Setjen
Nomor 652lSDM.0l -Kpt/05 /SlMl202l te ang
Paunjuk Teknis Pengangkalan Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri pada Seketariat Jenderal KPU,
Sekretariat KPU Provinsi dan Seketariat KPU
Kab/Kota

JTIML.{H PELAKSANA

Minimal 3 orang

KETERTi{IT-{N Pf,RLATAN/KELENG KAPAN

Peralatan kebersihan

Pf,RINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan Buku agenda

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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Urtirn Pm3€dur

Pcbkrllll Mraa Baku Kct.

Petuga!
Koordinrl

IGrrbb.g
Kelreagra,

Logbtik

Sekretrrir Pertytrrtrtr Outpul

I Meogatur Pembagian Wila_'"ah Kerja _l Nota Dinas
& Ba point

30
Menit

Draft Zonasi
Pekerjaan

2
Kasubag. Umum & Logistik memberi
pqs€tujuan terhadap Pembagian Wilayah
Kerja

Drafl Surat
Tugas
Tsrasi

Pekerjaan

l0
Mmit

Surat Tugas
Zonasi

Pckerjaan

3

Kasubag. Umum & Loglstik Monetapkan
Waktu Pelaporar Pekerjaan meliputi :

l. Pagi : 07.00 - 09.00 Wita
2. Sore : 15.00 - 16.00 Wila
Dan melaporkan ke Seketqis KPU
Kabupat€n/Kota

Nota
DiDaas &
Ballpoitrt

Jam
Kerja

Nota Dinas
Penetapan

Walru
Pelaporatr
Pckerjaan

l Petugas melakulian presensi masuk &
pulang bekerja

I Fingerprfut
i\tenrt

Laporaa
Presensi

Kehadiran

l

Pe*ugas mclaksaoakan P€k€rjaatr s€suai
ponbagiaa nda.vah yatrg D€liputi :

l. Meayapu dan Metrg@el semua
ruatrgan

2. Membssihkatr Toila dan meojaga
keb€rsihaD loilet

3. Membtrsibkan dan membuang
ssmpahAotoran pada meja kerla
pcgawai dengan lap dan caimn
pembelsih b€s€rta air

4. Membersihkan halaman kantor
5. Mengelap kaca & latrgrt - latrgit

ruangan se{ara berkala

Alat
Kebersihan

Jam
KerJa

Teoaganya
Kebersihan

Kantor

(, Petugas melakukan pelaporan sesuai

deogan waltu yang ditetapkan

Formulir
Pelaporan

Kcrja
Harian

)
Mcnit

Laporao Kerja
Harian

7

Petugas b€ristirahal dan melakukaa
kegiatatr Entsrs lain :

L Siap siaga (stand b1') di u'ilatah kerla
masing-masiag atsu di rumga
prmubakti

2. Meagawasi kcbersihe tingkugm
ka n selama jam k€rja

3. Melaksanalon p€rhtEh atase

Alat
Kebersihaa

Jam
Kerra

Terjaganya
Kebersihan
Lingl-ung8tr

KaDtor

8

Koordinator melatutan Pemeriksaaa
Laporan Pekerjaan sesuai wallu ;-ang
diterapkan yang dapat diakses langsung

iuga oleh Kasubag dart Seketaris

L- lnporaB
Kerja

Harian
Mcnit

Terlaganl a
Kebersihan
Lingliungan

Kador

9

Koordbator melalr:lian
Patrovp€ngawasan kebersihan berkala
dengan menyesuaikan walrtu pelaporaa

D€tusas

Laporan
Kerja

Hariao

5

Menit

Terjagarya
Kebersihan
Lingkungan

Kantor

I

I

I

I

I

I
I

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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KOM ISI PEMILIHAN L,'IUUM
KABUPATf,N MTiNA

SUB BAGIAN KEUANGAI\', UMUM
DAN LOGISTIK

Nomor SOP Tahun 202 5

Tanggal Pernbuatan September 2025

Tanggal Revisi

Tangga.l Efektif Seotember 2025
?2:\

Disahkan Oleh o. KABY
MUNAo

ASKAR ADI JAYA
Nama SOP : Pengemudi/Siffi'raan Dinas Pimpinan

DASAR HUKI.M KU.{LIFIKASI Pf, LAKSANA

1. UU. No. 7 Tahun 2007 tentang Pemitihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemitihan Umum Nomor 2l Tahun

2023 tefiang Perubahan Kedua atas Per*wan Komisi
Pemilihan Umum Nonrcr 14 Tahun 2020 terdang Tugas,

Fungsi, Susman Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Umum, Seketariat Komisi Pemilihan
Umum Provirsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupatel-/Kota;

3. Keputusao Sekjen KPU RI Nornor 1889/SDM.01-

W04/2O21 tentang Perubaha atas Keputusan Sekjen
Nornor 652iSDM0l -KpV05 Eln'l/2o2l tenlang
Peunjuk Teknis Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri pada Sekretariat Jenderal KPU,
Seketariat KPU Provinsi dan Seketariat KPU
Kab/Kota"

l. Memiliki kemampuan mengendarai rmbil;
2. Memiliki SIM A.

JTI}TLAH PELAKSANA

Minimal 2 orang

KETERIGITAN PERIATAN/KELENGIGPAN

Buku agend4 Alat kebersihan kendaraan.

PERI\GATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan Buku Agenda

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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Urrirn Prosedur

Mata Baku Ket

Sopir/
Pflscmudi

Koordln.t
Krlubbrg
KeusngrD,
umum &
Loei!tik

Sckrctrri! Periyarrtan Output

I

Meojemput Pimpinan (Kotua &
Seketais) urtuli kemudiao membawa ke
kanlor sesuai jam masuli lantor

Kendaraan
Dinas

30
Menit

Pimpinan
sampai di

kantor

2

Mcmbersihkan dan Memeriksa kendaraan
dinas dengan cam :

l. Membersihkan kendaraan baik
dalam maupun luar.

2. Memeriksa kclengliapan kendaraan
seperti STNK segitiga pengamaq
kaali P3K. dorgkak peqangi dst.

3. Memeriksa fungsi kcdaraan seperti
rem, kqling, gas mesin, lampq
riper, dst

Memerilsa bahan ba*ar, oli, at radiator,
air wipsr. ban dst

Alat
kebsrsihan
Kendaraan

60
Medt

Kondisi
Kendaraan

terjaga
dengan baik

3

Peogemudi Bertoordinasi dengan
Koordinator apabila terkait pemelihanatr
dan pera\rataD keodaraao dinas sepeni
perpanj angan STNK. Sen'is, penggantian

oli dan suliu cadang

L
--]

Usulan
Pemelihara

ittl
Kendaraan

l5
Menit

Laporan
Pemeliharaaa
n Kendaraaan

1
Kasubbag meoerima Laporan
Pemelihaman Kendsnan dari (oordinator

Laporan
Pemelihara

an

Kendaraan

l5
Meoit

Proposal
Pemeliharaan

Kendaraan

5

Pengemudi bersiaga unutli mEormggu
iDsEuki dari Pimpinan (Kaua &
Seketaris) mengenai liegiaun keluar
kantor

__l Ponsel
Jam

Kerja
Instrul<si
Pimpinan

6
Metrga mliaD Pimpinan (Ketua &
Scketris) ke tsmpat kegiatdr/dinEs dar
mengantarlon kembati ke kalllor

Kegatan
Jam

Ke.Ja

Kegiataa
Dioas

berjda"
&ngan lancar

dan sukses

7
Bersiaga unuJi menunggu instrulsr
s€lanjuhya dari Pimpinan (Ketua &
Sekretaris)

Jam
Kerja

ti Mergisi laporao kegialaD harian

Formulir
Pelaporan

Ke.Ja
Harian

l5
Met

Lapo.a,
Kerja Harian

I

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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KOMISI PEMILIHAN IJMUM
KABUPATEN MUNA

SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM
DAN ITOGISTIK

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan Septernber 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif zm(3025

Disahkan Oleh NA

ASKAR ADI JAYA

Nama SOP : Pen gelolaar#- as

DASAR HTIKT,M KLTALIrIT(ASI PE LA KSANA

l. UU. No. 7 Tahun 2007 tenterg Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2l Tahun

2023 lentang Perubahan Kedua atas Perauran Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susrman Orgaaisasi, dan Tua Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Umum, Seketariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekretsriat Komisi Pemilihan
Umum Kabupate Kota;

3. Keputusan Sekjen KPU RI Nonror 1889lSDM.0l-
Kql0412021 tenlang Perubahan atas Keputusan Sekjen
Nornor 652/SDM.0I -Kpt/05 lslN1l202l tentang
Petrmjuk Teknis Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri pada Sekretariat Jenderal KPU,
Seketariat KPU Provinsi dan Sekretarist KPU
Kab/Ibra

4. Keputusan Komisi Pemilihsr Umum Nonpr 666 Tahun
2023 Tentang Perubahan Atas lcputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kode
Klasifikasi tusip dan Pengkodean Naskah Dinas di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten (ota-

JUMLAH PELAKSANA

Minimal 2 oraDg

KETERKAITAN Pt,RLATAN/I(ELENGI(4,PAN

Komputer, Printer, Scaurer, Sten4rel, Buku Agenda, Lembar
Disposisi dan Lemari Arsip

PERINGATAN PENCATATAN DAN PINDAPATAN

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiaran Buku agenda

Tahun 2025

l. Memiliki kemarnpuan administrasi dan pengarsipan dokumen
2. Memahami ketentuan Tata Naskah sesuai dengan PKPU Tata

Naskah Dinas

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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UrairD Proredur

Pehlsrnr l,Iila Baku

Ker.Petugsi
TAI

Strf Kctu.
&

Sekietrrir

Kr-Suh
B.c Sckrttsri3 Kctua Per!!$rrtan (htput

Sural Masuli

I

Surat Masuli
buliu agenda

lembar
disposisi

l5
Menit

Surat
siap

disposisi

2

Mcnerima surat dan kemudian
menerustan ke
Ketua/Seketaris (sesuai tujuatr
suIar)

--) --]
Surst Masuli
dan Lembar

disposisi

l0
Monit

Surat
diteruska

nke
Ketua/Se
krEtaris

Mencatat
disposisi

isi dan tu1uan

t-
Surat Masuk
dan lembar
disposisi

l5
Meoit

Isi
dispo6isi

dan
terdistrib

usi

l
Mencatat dipapan agenda
(Suraa

udangan/Pemberitahuan
acara)

--L--f
Surat

MasuL
lembar

disposisi dan
p8pall
ageoda

l0
Menit

Isi Surat
tercatat
utrtuk
media

informas
i

Mengembalikan Surat yang
telah disposisi
Ketua/Selaetaris dan
meodistibusikan sesuai isi
disposisi serla metrgisi

Surat Masuli
lembar

disposisi

l0
Menit

Surat
tcrdishib

usi
sesuai

tujuan
disposisi

6
Mencatst hasil distribusi sura
melalui buku agenda
elekrcnik

Buliu agenda
l

Menit

Rekapitu
lasi suat
masuli

B. Surat Keluar fimum

I

Meryrsun naskah strlat diras
sesuai isi surat da isi lembar
disposisi

Suat Masuli
& Lembar
disposisi

l5
lvlenit

Draft
Surat
Dinas

2
Memeriksa isi surat dan
melalokan parah koordinasi

DB.fi Sumt
Dinas

l0
Menit

Surat
Dinas

Memerika isi surat dan
melaliukan tanda tatrgal r Suat Dinas

l5
Menit

Sur-at

Dinas
siap

diregutra
si

4

Memerika surat
distribusikan ke
untuk dilakukan
surat keluar

unurh di
Kasubag

registsasi
__l Surat Dinas

t0
Menia

Sulat
Dinas
siap

diregistra
si

5

MeBerima surat yarg lelah
ditandatangani
Kenra/Sekretaris

L Surat Drnas
l0

Msoit

SlEat
Ditras
siap

dnegistsa
sr

6
Metakukan registasi surat
keluar ___l Suat Dnas

buliu agenda Menit

Rekapitu
lasi surat

keluar

Menerima dan mencalat srrrat I

sekaligus mel€ogliapi dengan I

lembar disposisi 
II I

I

I

I

I
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C. Surat Keluar Khusus

Menl'usun naskah suat dinas
s€suai isi suat dan isi lembar
disposisi

Su-at Masuli
buliu agenda

lembar
disposisi

t5
Menit

Drafl
Srrat
Dinas

sulat

Meoeriksa isi sruaf dan
mcla.Llkan pamf \oordinasi
(seluruh komisiooer unurh

Draft Surat
Dinas

Surat
Dinas

l Mererima isi sual datr
melah*an tandstsngan Surat Dinas

I5
Menit

Surdt
Dinas
siap

diregistn
si

.t

Menerima surat urltul
disrribusikan ke Kasubag
untuli dilakulon registrasi
sural keluar

Surat Dinas
l0

Menit

Surat
Dinas
siap

dir€istra
si

Menerima surat yang telah
ditardaraDgani
(Ketna/Seketaris)

Surat Dnas l0
Menit

Surat
Dinas
siap

diregistra
si

6
registsasi suratMelat-ukao

leluar
Surat Dinas

buliu agcnda
)

Mcnil

Rckapitu
lasi surat
kehrar

I

I

tt

I Han I

I

I

I
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KOMIST PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM
DAN LOGISTIK

Nornor SOP Tahun 2025

Tanggal Pembuatan September 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh
7

KA o
NA

ASKAR ADI JAYA
Nama SOP : Keamatran

DASAR HUKUM KUALIFII(ASI PELAKSANA
l. [JIJ. No. 7 Tahun 2007 teorang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nonror 2l Tahun

2023 temang Perubahan Kedua aras Perduran Komisi
Pemilihan Umum Nonpr 14 Tahun 2020 tentarg Tugal
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekraadat
Jenderal Komisi Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekretaria Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten futa;

3. Keputusan Sekjen KPU RI Nonnr l889iSDM.0l-
KpV04/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Sekjen
Nonpr 65ZSDN[0l-KpV05ISJNU2OzI renlang
Paunjuk Teknis Pengangkdan Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri pada Seketariat Jenderal KPU,
Sekretadar KPU Provinsi dan Sekelariat KPU
Kab/Kota-

1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliti keberanian dan kernampuan fisik;
3 Marnpu nrlayani lamu dengan hurnanis.

JUMLAH PELAKSANA

3 (tiga) orang

KETERKAITA\ PERLATAN/KELENGKAPAN

Sanrer, Pentungan dan lampu Parkir, Camera CCTV

PERING,{TAN PENCATATAN DAN PEN'DAPATAN

Prosedur ini walib dilaksanalan sesuai alur kegiatan Buku Tamu dan Buku Mutasi

-rffia5

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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Ursiar Pmscdur

Pehksrm Mrta Baku
Ket

Pctugrs
PerElggung

JaErb

K!.Subrg
Keurngrn,
Umum &
Lostutik

Sekrchris PelsJ$rtm Ouiput

I
Mengatur jadwal piket penjagaan

kartor urtuli malam & sialg -l Kcrtas-
Ballpoint

I x24
Jam

Draft Jadu'al
Piket Jagad

Salisana

Kasubag. Keuanga& Umum &
Logistik memberi p€rsetujual
terhadap jadwal pitet

Ballpoint

Jadual Pika
Jagad

Saksana

3
Melakukan prcsensi masuk &
pulang Petugas pik€t

I Mesin
finguprin

Presensi

Kchadiran

I

Membatrhr m@gatur ketrdanan
parkir unnrk ketdarsan taEq
pegalai & Pirnpinan baik jam
kantor maupun setelah jam
ksntor

Fingerprint
t apo.a,
Presensi

Kehadtan

Merapikan meja & mengeceli
Peralalan Keamanan

Peralatan
Pengamana

o

Kcndaraan
Kantor

tersusru!
dengan tertib,
rapih & lanccr

6

Menjaga inYentaris per8lataD

kaltor (termasul memerilsa
APAR secara be*ala) dsn
keMaraan dinas -v-.utg diparhir

Cek list
pcralatan

keamanatr

Laporan
Kondisi

peralatan
keamanan

7

Melatufan Patsoli Keam8nao
Kantor setiap 3 Jam Sekali
(m€ogotrfol ruangaD ket a.

memastikan barang elelOronik &
meagunci piru)

Peralal.an

Pengamana
n

Terjaganla
keamanan dan

kctertiban
kador

I

Melayani tamu dcngar Senlum.
Sapq Salam (3S) dan
mcngarahlian tamu uotuk
melapor PEtugas dan mengisi
buku tamu serta m€ngantar tamu
ke ruangan tuaggu

Hardphone
& Mengisi
Buku Tamu
(registrasi)

Laporan
Paboli

Keamauan

9
Serat rerima tugas jaga dari
Penjaga baru

Buliu Tamu
&

Ballpoint/F
ormulL

Buliu Tamu

Laporan
Kunjungan

Tamu

l0

Pqsooil di rvakili Darru
melaporkan hasil Sihusi
Keamarun selama I \ 24 jarn ke
Penmggungiawab

L- Buku
Mutasi &
Ballpornt

Buliu Mutasi
Jagad

Sakana

I

I

I I

I
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jdih.kpu.go.id/sultra/muna


-2t-

ll
Penanggungjas'ab melaporlian
ke Kasubag Keuanga4 Umum &
t.ogistik

lnporal
Keamanan

Harian

kpo-an
Keamaoan

Harian
(onltue)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

sesuai dengan aslinya
KOMIS] PEMILIHAN UMUM

Teknis Penyelenggaraar Pemilu dan Hukum,
MUNA

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna


LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MUNA

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PADA SUB BAGIAN TEKNIS PEI{YELENGGARA PEMILU

DAN HUKUM

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

SUB BAGIAN TEKNIS PEI{YELENGGARAAN
PEMILU DAN HUKUM

Nomor SOP Tahun 2025

Tanggal Pembuatan September 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif ,:dqPmber zozs

Disahkan Oleh Ketua"

AMAD ASKAR
ADI JAYA

Nama SOP : Lryatratr Penggantian Antar Waktu
Anggota DPRD Kabupateo

D,{SAR Ht KT \I Kt]ALIFII({SI PELAKSANA

l. LJU. No. 14 Tahun 200E tentang K*erbukaan Informasi Publik;
2. UU. No. ? Tahun 2007 tentang Pemitihan Umum;
3. P€raturan Manleri Pendayagunaan Aparalur Negara dan

Reformasi Birokasi Nonpr 35 Tahm 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Adrninistrasi Pemerintahan:

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nonnr 6 Tahun 2019 tentatg
Perubahan atas Perduran komisi Pemilihan Umum Nonnr 6
Tahun 2017 tentrng Penggantian Antar Waklu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rstyat Daerah Daerah

Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 2l Tahun 2023

tentang Perubalran Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nonor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata KErja Sekrstariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umurl Seketariat Ifumisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekraariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/I(otq
6. Peraturan Komisi Pemitihan Umum Nornor 22 Tahun 2023

tenlang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umun! Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupdet/Kot4
7. Keputusan KPU Nonnr 88/kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkp Komisi
Pemilihan Umurn

l. Pejabat yang berwenang/sesuai Tupoksi;
2. Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan

infornusi,
3. Marrpu menangani permohonan dengan aktif;
4. Mengetahui fufomrasi kepemiluan dan pengaahuan

tentang Penggantian Artar Waktu.

Jt,MLAH Pf LAKSAIi-{

Minimal 2 orang

KETERK{IT,{N PERLATANi KELENG KAPAN

SOP Pengajuao, Verifikasi dan Penetapan Calon Anggota DPRD
Xabupaten

Ruang Rapat pleno, Konputer, Meja, Kursi, Dokumen
Hasil Pemilu Legrstatit Printer

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN

Posedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan
l. Pacatalan dalam matriks kegiatan dan penugasan

2. hporan pelakasanaan

ffi

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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trraian Pmsedur

Mutu Bak|l
Kasubsg

Tetnis d{r
Iluhlnt KPU

Krb

S€Ire(aris
KPU K,b Pelakana Pcrs)ara.3n Ouaput Kct

I

KPU Kabupaten
Menerirna Surat
Pcrmintaan Calof,
Penggalti Antar
wakru (PAw) dari
DPRD Kahrpater

Surat
Permi aan

l''ang
ditandatalga
ri PimpiMo

DPRD
Kab{rpalen

l0 menit Disposisi

2

Kepala Bagian
Meoerima Disposisi
Surat Pendntaan
Calon PAw dari
DPRD Kabupateo

t
__l Surat

Permintaan
15 menit Disposisi/ Arahar

Kepala SSub Bagian
melak*an
penc€mvltal sural
permimaan qlon
PAW drn
me$iapkan danar
dokumen
peldul-ung

Surat
Pe.minlaan

15 mcrut
Diposisi dan
Caum llasil
PelalsaDan

{

Staf pelaksana
metryiapkatr surat
undang pleno
KPU Kabupelen
dalam ra.*a
pemeriksaan
pemetrullan
p€rs-var'atan calon

Disposisi/
Arahan

l0 merut
Suaal uldangan

plflo

Slaf pelafsam
menyiapkatr
dokumen
pendukrEg dan
ketutuhao pelno
KPU Kabpaten

Disl,osisi,/
Arahan

120 melit

Data DCT. SK
KPU te ang
Rekapiblasi

Perolehan Kursi
datr Calon
Terpilih.

Petrgaturan
terkait

(,

Peho KPU
KabupaGn dalam
rugLa
pqnerilsauatr
Yerifilasi
p€rEenuhao
persyaratan calon
PAW

UDda[gan
Pelno

Paling
lambat I hari
setelah surat
permifiaan
(alon PAW

dite.ima

Berita Acara hasil
Pelrc

1

Staf petatsana
melatllan ieur
dokumeo k€dalam
ssistem Informasi
Pengganti antar
*aktu (SIMPAW)

Surat
Perminlaafl
ca.lotr PAW

dan
t,ampiran

60 menir
Dokumen

terinput dalam
SIMPAW

8

Staf pelaksana
m€ryiapkan Berila
Acara Ilasil dalam
pemedlsaad
verililasi
pemetruhan
persyar"atan calor
PAW

Arahrn/
Catatan

Hasil Pleno
120 menil

Draff B€rila

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

l

I

I

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna


-4-

No Ur.iab Pft,redur

Iluru Bah,
Karubig

Teknis drn
Eukultr KPU

K.b

Setretarit
KPU Keb

Pelalsa

Persysrat3n Output K€L

9

KPU Kabupaten
meiandalangani
Barita Acara hasil
pemeriksaan
pemeouhatr
per$,aralan calotr
PAW

DIaft Berita
Acara

fi) mctul
Berita Acara
I-IasiI PIetro

l0

Staf pelatsana
m€"Yi4ka[ drn
meoyampaikan
Surat Peamidaa-n
lapo.an LHKPN
kepada Panai
Polilik

Dis?osisi,i
Arahan

60 Menit

ll

Staf pelalsana
meqiapkan draR
surat penvampaiatr
treu calon PAW
tepada DPRD
KabuDaten

Belun Disposisi/
Arahan

fi) Menit
Tanda TertuE

Sural

12

IGpala Sub Bagiatr
rnelakulon
pemeaikasaa!
kesesuaian

Draft Sural 13 nE.lit
Disposisi dan

Arahan

l:l

Staf pelaksana

metr\iapkal surat
peryampaian calon
PAW dan Dokumen
pendukug dan
disaopaikar kepada
Kepala Bagian I Belun

Arahan dan
calatan hasil
pemeriksaan

30 menir
Drafl surat dan

DokumeD
petrdukung

1.1

Kepala
melakukatr
pemerilcsaan

dokornen
ketengkapar
dokumetr
memberikan
p€rsefujuan

baBan

datr

serta
pamf

Drall suar
dan

Dokumen
perdukuflg

15 menil
Disposisi dan

Aralarr

15

Staf pelaksaD
merEdma paraf
koordinasi
Sekrctaris tertait
sural usulatr calofl
PAW dan tarda
tatrgar Ketua KPU
Kabupaten

I

Dran $rat
dan

Dokumen
pedukung

30 rielil
Surat

pery"@paian dan
dokumen

pendukUrlg

16

Metryampaitan
sural kepada DPRD
IGbuFtetr
ditemhrskatr kepoda
Meodagd. DPW
Pa$ol dan F&ksi

I
Surat

petrya-mpaia

tr dan
dokumen

perdul-ung

Tanda Terima
Sirdl0 rtreoit

Pelakanr
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

| 
,".,** 

| I

I

I

Sural Perrmntaatr
I HKPN Trnd,_l

I enma Srrr2t L

I

I

I

I

I

I

E
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN HUKUM

Nomor SOP Tahun 2025

Tanggal PembuataD September 2025

Tangga.l Revisi

Targgal Efektif 2Flaieslo25

Disahkan Oleh

wl

I
NA

l)

ASKAR ADI JAYA
Nama SOP : P"orusundiQg,Z

DAS.{R Ht'KI-iIT KUALIFIKASI PELAKSANA

l. Udang-Undang Nonnr 12 Tahun 20!l rentarg
Pembentukatr Pemturan Uudang-Undang;

2. Peraturan Mederi Penda)'agurEan Aparalur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 Tenrmg Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Administrasi PeftErirtrahatr;

3. Peraarran Komisi Pcmilihan Umum Nomor 2[
Tahun 2023 tertary Peobalun Kedua atas
Peraturatr Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tedang Tugas. Fungsi Susunan
Orgoisasi dan Tala Kerja Sekretaria Jeoderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaria
Komisi Pemilihan Umum l(abupaen/Kota:

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16

Tahttn 2024 tedatrg Jaringa Dokumentasi dan
Informasi Itukun Komisi Pemilihan Umum:

5. Kepuursan Komisi Pemilihan Umum Nornor
200 Taluo 2024 tenla69 Program Penlusunao
Rarcang$ Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Tahun 2024.

l - Memahami prosedur dan alur pengajuan keputusan Komisi Pemilihan
Umum l<3bupateo Mura

2, IlGmahami bahan dan dokumen perdukuag dalam onponen
p€npsnDar keputusal Komisi Pemiliban Umum Kabupaten Muna

3. Matpu berkoordinasi dergar sub bagian di lbgkuDgan Komisi
Pemilihan Urnrm l(abupalen Mu[a.

JUMLAH PELAKSANA

Minimal 2 orang

KETERKAITAN PERLATAN/KELENGKAPAN

SOP Penerimaan Surat Komputer. Printel Scamer. Stenpel. t emari Arsip

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN

Prosedur ini najitr dilaksanakan seoai alur kegiataa
L Buku l+oran Masuk
2. Buku Registrxi kporan

-5-
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\o Urairn Proserlur

Mat, Brku

Ket.Ilr!inS
marint

.ubbrgirn

Ketur
dlr

AnsfoL
Sekretrri3

K.r!uhb.g
Tel.air drn

Hukum
Keknekrpan otrtput

I

Masitrg-masing
subbagiar
mengusulkEn dan
meogajutar k@s€p
K€putusEn de ger
mettyertalian
dolrrmerr pendukurg

Dol-umen
Pendul:ung
KeputusaD

Dalam
Konsep
b€s€rta

data

6ndukung

Dokumer
data dukulg

koDsep
keputusan

berisikao isi
dan tujuan

Pgn]'USU[an
kgputusan

2

Staf pelalisana

m€n)rusun dmft
keputusan
b€rdasa*an
dokumen dan data

@utung

I Hari
Dran

Keputusatr

P€mbuatan
&an

ke?utusao
disesuaitan

dengan
ketefltuan

tata nasl&h
dinas KPU.

Dran
kepunls8n

dibuar
midmal 3
ranskap

Kepala Subbagan
Teknis dan Hukun,
Seketaris, Ketua
da!1 Atrggota
melalflrkan koreksi
tohadap draft
k€putus@

lHan
Bahan

re! isi &an
keputusan

Perbaikan
melipul tata

naskah
dinas da nisi

&an
keputusan

{

Slaf Pelalisana
melaliukal
perbaikao drafl
k€putusan
berdasarkan hasil
koreksi

-> 30 Menit

Dralt
Keputusalt

hasil
korelsi

Verif*asi
Arval

kelengkapan
dokumen
kaporan
melipuli

kesesuaian
laporan
dengan

model PP-2
dan

dokumel
penduliune

Staf Pelaksana
memintE nomor
keputusa! kspada
bagiao Tata Usaha

5 Ntenit

Draft
Keputusan

lang
bcrnomor

dan
tercatat
dalam
buku

nomot

I

I

I

I
I

I

I p"*.o.- 
|

I upun"- I

I aisesuaitr" II a""e- I

I t<ercnnran II klasifikasi I

I arsoxru 
I
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6

Kepala Subbagian

!,ang mengrrsulkart
Keputusarl Kepals
Subbagran Teknis
dan Huhrrrl dEn

Seketaris
membcrikan paraf
teriadap ean
keputusao

15 Menit
Draft

KeputusaD
t€rpamf

7

K€tua dao Alggota
memberikan paraf
koordinasi terhadap
draft keputusar dan
Ketua
menardatangni
Keputusatr

15 Menit
Kcpuhrsal

tertaDda
tatrgan

Paraf
koordinasi
dibubuhlian

dalam
kolom cap

paraf
koordinasi

8
Staf Pelaksana
men]usun salinan
keputusarl

5 Menit
Draft

salinao
keputusalr

Pembuatan
drall salinan
keputuTtr

seflEl
dengan

k€textuan
tat naslirh
dinas KPU,

salimD
dibuat

mhimal3
rangliap.

9

Kepala Subbagiur
Telrtis dan Hukum
memberilian tanda
tangan Salinar
Keputusan

5 Menit

Salinan
Kepunrsan
Tertandat

ngani

l0

Staf Pelatsana
melalcr*m
pengarsipan

Keputus@ dan
Salinan Kcpuh6an

5 Menrt

Pengarsipa
n dalam
lemari

arsip dar
disit l

I

I

I

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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KOITTISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN HUKUM

Nomor SOP Tahun 2025

Tanggal Pembuatan September 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif ;im\er25

Disahkan Oleh

t u

NA
D

o ASKAR ADI JAYA
Nama SOP : Renerimaan\:mt@!(aan Pelanggaran Kode
Perilalor, Sumpah J8nji, Dan/,{tar Pakta Integritas

DASAR HLIKTiM KUALIFIKASI PELAKSANA

l. UU. No- 14 Tahun 2008 t€ntang Keterbukaan
Informasi Publik:

2. UU. No. 7 Tahun 20O7 tortarg Pemilihan
Umum;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
komisi Pemilihan Umum Noobr 6 Tahun 2017
tentang Peirggantian Antar Waktu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Ralyat Daerah Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakya, Daerah Kabupaten /Kot4

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nonpr 2l
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nonror 14

Tahun 2020 tentarg Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata KerJa Sekretarid Jenderal
Komisi Pemilihan Umunl Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariar
Komisi Pemilihan Umum KabupdeoiKotq

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Normr 22
Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umunr,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kot4

l. Memahami ketentuan KPU tentang penanganan lapnran dugaan
pelanggarar kode perilakq sumpahjanji, dar/atau pakta integritas.

2. Memahami ketentuan Tata Naskah sesuai dengan PKPU Tata Naskah
Dinas.

Jt]}' LAH Pf,LAKSANA

KETERKAITAN PERLATANi KELENGKAPAN

Konputsr, Printer, Scanner, Stenpel, Lemari Arsip

PERINCATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesrai alur kegiatan
I. Buku hporar Masuk
2. Buku Registrasi Lporan

SOP Penerimaan Surat

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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No Urai ! Pms€dur

Mats Baku

Ket.Pelapor
Ketua

dan
Anssota

S€kretrris
K.Lsubbag
Teknb drn

Hukum
Outpul

I

Pelapor mgmbuat
laporan dugaan
pelanggaran kode
perilaLl, Sumpah
jatji, dan/atau PaLta
Integrilrs dikirimkan
melalui surat, email
atau menu
r*histleblorving
slstem lamar liab-
mtma.kpu.go.id

Laporao-
Fotokopr
KTP dan
Kontali
Person

Model PP
2

Format laporan
menggunakan
fc,rmaa Model
PP-2 sesuai
ketentuan

PKPU

1

Staf pelalisana

bagan penerimaan

surat meoerima
lapomn dan
meneruskm Laporan
kepa& Tim
Penerima Lapnran
dugaan pelanggaraa
kode psrilaku
sumpah janji.
dar/atau Paka
Intelritas.

l0
Menit

PencatataD

dalam
Surat

Masuli

Dokumen
laporan
Bersifat

rahasia Bagian
peneriruan

surat dilarang
membula

segel laporan

Tim Penerima
Laporan dugaan
pelanggaran kode
perilalu, sumpah
janji. daniatau palta
integltitas
melal:ulian
pencatat D dalam
BuL-u Lapomr
Dugaan Pelarggaan
Kode Perilal-u,
Sumpah Janji,
dar/alau Pakta
Integitas

Menit

Pencatatan
dalam
bukr

laporan

Pencatatan
dalan buk-u

laporan
dibedakan

dengan
pencatatan

rcgistrasi
laporan

4

Melaldon
verifikasi arval
kelengkapm
dolumen laporan
pelanggaraa kode
perilaLu. sumpah
jarji. dar/alau palta
integ.itas sesuai
dengan ketentuan
p€nanganan
pelanggaran kode
pe.itah, sumpah
janji, dan/atau paLta

intesitas KPU.

l-L t Hari

Hasil
Verifikasi

AuaI
Laporan

Verifitasi
Awal

lcelengkapan
dokumen
kalpralr
meliputi

kesesuaian
laporan dengan

model PP-2
dan dokumen
prnduhmg

PehlselB 
I 

Kct islreln 
I 
w"l(t 

II I I
l

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

L

I

I

I

I

I

I

I

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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5

Jika laporao tdat
s6uai d*9""
k€t€otuan KPU, Staf
Pdalsam Delahrksn
Koordiusi d.agatr
pelapotr tei*ait d.ngan
pelbaikan lapqatr
dwartr Pelanggamn
Kode Pqihh!
S*np"h Jatrji,
D/Atau kha
Int4gritas

I Hari
Perbaikao
Laporan

Laporan
disesuaikan

d€ngar Model
PP.2

6

Staf Pelaksana
melakukan
Registrasi terhadap
laporan dugaan
pelanggaran kode
perild-u, sumpah
janji, dao/atau palta
integritas jikE lolos
verifiltasi awal
kelargkapan
dot-umen laporan

l0
Menit

Laporan
yaDg tslah
dircgistrasi

Nomor
Registrasi

dicatat dalarn
buku registrasi

lapordtr

7

Lapqan dugaan
Pelanggaran Kod€
Pqilakt! Sunpah
Jmji, dan/atau Palta
htegritss yang telah
diregistedian
diserahlar kepada
Ketua dalr Anggota
rmtuk dilalokart
proses p€merilsaan
dugsan pelarygarar
kode perilaf,rr
sumpah jauji,
dar/alau palla
intcgritas

{ l0
Menit

Laporan
dugaan

pelanggara

n kode
perilall.
sumpah
jarji

dar/atau
palta

integritas

r-ang t€lah
diregistrasi

Pemeriksaan
laporan dugaan

pelanggaran

kode perilatr,
sumpah janj i-
dar/atau pal,ta

inlegritas
dilal$kan

sesuai dengan
ketetrtuan KPU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA
sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,
MUNA

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna


LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MUNA

NOMOR 2I TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN MUNA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PADA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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KOMISI PEMILTHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN
INFOR]UASI

Nomor SOP Tahun 2025

Tanggal Pembuatan September 2025

Tanggal Revisi

TanggalEfektif 2 :ffi1k{202s

Disahkan O
t4
o-

l,
NA

ASKAR ADI JAYA

Nama SOP : Pe nlu lih Berkelanjutan

DASAR HLIKTiNI KUALIFIKASI Pf,LAKSANA

l. UU. No. 7 Tahun 2007 l€ntang Pemilihan Umum;
2. P€raturan Komisi PemiLhan Umum Nonror ll Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua atas Perduran Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor I I Tahu
2018 tentang Pen rsunan Daftar Pemilih di Dalam
Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nonror 12 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Per*uran Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nonnr 12 Tahun
2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri
dalam Penyel enggaraan Pemilihan Umum

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nonpr I Tahun
2025 tentang Pemutakhiran Data Penilih Berkelaniulan

Memahami Alur Pennrtaldiran Dda Pemilih Berkelanjutan

JT]MLAH PEL.AKSANA

Minimal 2 orang

KETERTiAITAN PERLATAN/KELENG KAPAN

SOP Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU
Provinsi Sulawesi Tenggara

Rekapitulasi Daft ar Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten/Kota

PENCATATAN DAN PENDAPAT,,\N

Apabila tidak dilaksanakan akan menpengaruhi Rekapitulasi
Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional

l. Sebagai dokumen pertanggmgiawaban/bahan lapomn

pemutakhiran data pemilih berkelanjutan KPU Provinsi

Sulawesi Tenggara

2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

PERINGATAN

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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\o Urairn Prosedur

Irat3 Baku
Xel.

KPL RI I\?t-; KPLT
K"h/Koi, Dukcapil Perr}rrailtr Output

I

Melallrlian sinkonisasi dal meoganalisa
Daftar Pemilih Pcmilu/Pemil ihan
Terakhir deogaa Data Koosolidasi Bersih
Dukcapil

Dokumen
Danar
Pemilih

6
Bulan

Dokumen
DPB

)
Menugaskan KPU Proviasi umli
menginstrulisikan KPU Kabupaten/Kota
memutakhirkan Daftar Pemilih
bsrkelanjutatr l-ang sudah di sinlronlian

Dokumen
DPB

I Hari
Dokumen

DPB

3

Melakukan Rapat Koordinasi dengan
stalieholder daD m€oenma lapnran darr
masvaralial

Dokumen
DPB

3

Mingg
u

Form
Tanggapan

dan Masulun
masl araliat

terhadap
pemutal$iran

DPB

l

Melakutian pencsrmatatr terhadap laporan
masyarakat yang mas i, Jika elcmeo
lengkap ma&a di input ke sidalih untuk
dimasulikan ke datam DPB jita tidali
maka alian dib€rika! ke Drkcapil untuk
melengliagi elemen data

Form
Tanggapan

dan
Masukkan
masl'araliat

lerhadap
pernuUkhir

an DPB

3 Hari
Form AB

DPB

5
Moryusun Daftar Pemilih Berkelanj utan
(DPB)

Form AB
DPB

I
Mingg

u

BA dan
Rekap DPB

6 Mcnetapkan Rekap DPB
BA dan

Rekap DPB
3 Hari

BA dan
Rekap DPB

7

Mengarsipkan dan menl'ampaikan Rekap
DPB kepada KPU Prolinsi dan KPU N
untuk mengarsipkaa dan morl ampaikao
Rekap DPB kepada KPU kovinsi untuk
diekap di tingkat Provinsi dan KPU RI

__l Ba dan
Rekap DPB

3 Hari
BA dan

Rekap DPB

I

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATf,N MUNA

SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN
INFORMASI

Nomor SOP Tahun 2025

Tanggal Pembuatan S€pteanber 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif z Zf,&roD{p25

,"*-r-r@ JPAT
UNA

@

ASKAR ADI JAYA

Nama SoP : renyrsNiqg&reri6srl3
DASAR HTIKI]]IT KTIALIFII({SI PELAKS,{N.{

l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apararur N€am dan

Reformasi Birokasi NorDr 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrrei
Pemerintahan;

2. P€raturan Presiden Nonnr 29 Tahun 2014 tertang
Sistem Akuntabilitas Kinerja lnsansi Pemerintah;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2l Tahun
2023 temsullg Perubahan Kedua aias Perduran Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Suzunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaiat
Jenderal Komisi Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupalen /I(ota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan l(omisi
Pemilihan Umum Nounr 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umurl Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupden/Kota^

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
549/Kptysetj€r/ Tahun 2016 tentang Pedonun Evaluasi
Akuntabilitasi Kinerja lnsunsi Pemerintah di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR03-l-
KPI/03/KPU/V201 E tentang Petunjuk Telnis Peqanjian
Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum

Memahami Pedoman Penyusrnan Lqoran Kinerja seslai Pedoman

Tetds Penyusunan

JtiMLAH P ELA KS,{\IA
Minimal 2 orang

KETERKAIT,{N PERLATA\/KELEIiG LAPAN
l. Renja
2- RKA
3. Per.lanjian Kinerja

l. Data Terkait lnformasi Capaian Kinerja
2. laporan Realisasi Anggaran
3. Pedoman Teknis Penyustmannya

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN

Apabila tidak dilaksanakan akan rnernpengaruhi Nilai
Akuntabilitas Kinerl a Saker

l. Sebagai dokumen penanggungiawaban&ahan laporan

Akrmtabi litas kinerja s*ker
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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Unit Prusedur

Pc[rksal|,r lt$ta Baku
Ket.

Kr. Sub
Brgirn $krutarir Per3yal.lltrn WNktu Output

I
Menugaskan urtuk rrembuat
Lagoran Kinef a Dsposisi 30

Menit Dsposisi

2
Mengumpulkan Bahan
Penlusunan Laporan Kinerja Dsposisi 3

Minggu

l. Dokumen
Pe{anjian
Kirerja

2. Laporan
KiD€rja per
Sub Bagian

3
Mengumpulkan Draf Laporao
Kinerja

l. Dokumen PK
2. Laporan Kherja

per Sub Bagian
3. Petmjuli Teknis

Penylsunan
4. Draft Lapora!

Kinoja

2

Minggu
Draft Laponn

Kinerja

-l

Memrerifikasi dan memb€ril€n
paraf pada kporan Kinerja jika
setuju Menlerahkan Laporan
Kinerja kepada s€ketaris jika
tidak setuju mergembalikatr
kepada sub bagian untuk di
perbaiki I Draft Laporan

Kinerja
2 Hari

Memeriksa dan mengesahlun
laporan kinerja jila tidak setuju
mengembalikan kepada sub
bagian unurk di perbaiti

L- Draft hporan
Kincrja ,rang telah

diverifikasi
2 Han

Laporan
Kinola l ang

$dah
ditandatangao

I

6
Mengirim Laporan Kincrja
kepada BLo Perencalaan
melalui KPU Proviosi

_l Dokumeo Laporan
Kineda I Jam

Laporan
Kin€rja

5

I

I

I

Draft Laporan 
J

Kine{a yaag I

telah I

diverifikasi I

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN
INTORMASI

Nomor SOP Tahun 2025

Tanggal Pembuaran September 2025

Tanggal Rerisi
T Efeknf

u
:o

Disahkan Oleh

25

KASP
MUNA

ASKAR ADI JAYA

Nama SOP: Aplik si IXS #NAS
DASAR HIIKT]M KUALIFIKASI PELAKSANA

l. Undang-undang Nonpr 25 Tahm 2004 tentaDg Sistem
Poencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Pemedntah Nouor 39 Tahrm 2006 Tata cara
Pangandalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangrman;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokasi Normr 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi
Pemerintahan;

4. Penature Pemerintah Nornor 17 Tshm 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional;

5. Pembangman Nasional;Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Normr 2l Tahrm 2023 tenung Perubahan Kedua
das Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nonror t4
Tahun 2020 teffang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dar Tata K€rja Seketariat Janderal Komisi Umunl
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Proviosi dan
Sekre,tariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/I(ota-

I. Marpu Mengoperasikan Konrputer
2. Metnahani tata cara pengirpdan aplikasi PP 39 Tahun 2006

s€cara online

JUMLAH PEI-AKSANA
Minimal I orang

KETERTC,{IT,{\ PERLATA N/KELENC IL{PAN
l. SOP Peleoran Capaian Output (It€alisasi Anggararl

Konponen dan RO)
2. SOP Aplikasi PP 39 Tahun 2006 secara online

l. Korputer
2. Data Rqlisasi Anggaran
3. RKA KL
4. DIPA

PERINGATAI PENCAT.{TAN DAN PENDAP,{TAN

Apabila tidak dilaksanakan dengan baik akan dilakukan
Pemangkasan Anggaran untuk Tahun Berikutnya

L Anggaran
2. Buang/Material
3. Penerirna Manfaat
4. Waktu
5. Lokasi
6. Desain Perenc anaan/Konsep
7. Cara Metode Pelaksanaan
8. Aparatur PerErintah
9. Stakeholder Terkait
10. Presepsi/Pengendatian

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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2

Urrirn Pmsedur

Mrt{ Beku
Ket

Kr. Sub
Brgirn PPK Ouaput

I

Menugaskan Pelaksan
Melakukan PetrginputaD E-
Monev Bappeius -l

Data Dullrng
Benpa Data

Realisasi
Anggaran

i0
Menit Disposisi

Menyiapkan
Realisasi Anggaran

Data-Data l. Jadngan
Intsmst

2. Komputer

30
Metrit

Dokumen
Rcalisasi
Anggaran

Melakutan Penginputan
Pelaporan Realisasi/Pencapaian
Fisik (Kornponen dari funcian
Outrut/Ro) daD Anggarar
saiap bulan ke dalam Aplikasi
E-Monev

L Realisasi
Atrggaran

2. Jaringaa
Internet

3. Komputer

t-2
Hari

Keluaran
dari
Pelalisanaa
o Kegiatan

Pelapora
Triwulan kepada
Bappenas paling
lEmbar 14 Hari
K€rJa sstelah

Trirrulan bsraliht

.l Menelaah PerDanlauatr
Pelaksanaan Hasil Pelaporan __l

Konscp
Laporat! PP

39
I Hari

Pclaporan
Data

Realisasi
s€suai PP
39t2006

Menyajikan Data ReElisasi
Capaian Output s€cara Fisik
Komponen RO dan Anggaran

L- L Jaringan
htemct

2. Komputer

30
Meltit

Laporan PP
39

6

Menyanpaikan Hasil
Pelaksanaan Penginputas E-
Mono' Bappenas (PP 39) KPA
Sekretaris

__l Laporan PP

39
I Jmr Laporan PP

39

7
Mengarsipkan Data LAporan
PP 39 dalan betrtuk PDF Etau
Excel

Laporan PP
39

I Janr

Laporan PP
39 dalam
b€ntuk
PDF

I

5l

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUP.{TEN MUNA

SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DA}I
NFOR]TIAST

Nonnr SOP Tahun 2025

Tanggal Pembuata[ September 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif ,z@s

Disahkan Oleh KAB!'PAT
MUNA

ASKAR ADI JAYA

Nama SOP : Penataan n**e7
D,{SAR HI]KUM KIJALIFIK,{SI PELAKS-,{NA

l. Undang-undang Nomor t4 Tahun 2008 t€ntang
Keterbukaan lnformasi Publik.

2. Peraturan Menteri Komukasi dan lnformarika Nomor 5

Tabun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi
Penyelenggara Negara-

3. Surat Edaran KPU Nomor l333lSllXJ2Ol6 tanggal 24
Oktober 2015 perihal penamaan Domain Website KPU
Provinsi/KlP Aceh dan KPU Kabupatet/Kota.

4. Surat Ketua KPU RI Nonpr
776ffY'-025Dl0lKPUNIl/2021 tanggal 30 AgushE
2021 perihal Pemantauan Perkembangan Migrasi Web
Terplare dan Konfi(nasi ernail KPU di lingkungan
KPU Provinsi,/KlP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
seluruh Indonesia-

l. Mernahami sistem jaringan
2. Menguasai pengoperasian sisem aplikasi
3. Menguasai prograrner websile

JUMLAH PELAKSANA

Minimal 2 orang

KETf,RKAITAN PERLATAN/Kf, LENC K,{PA\

SOP Penataa! Website
l. Jaringan internet
2. Komputer

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN

Apabila tidal dilaksanakan akan berdampal pada sisem
pemetiharaan jaringan wbsite dan kurangnya informasi yang
valid dan update.

l. l:poran kondisi website terkini
2. Laporan inventarisasi pernusalahan website{aringan.

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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No Uraian Prosedur

Pcl{klans Mata BaL:u K€t
K.. Sub
Bagiflr

Petencanarr

Sup€r AdrEitr,
Adhit,

OpcrrJor
Pelaksana

1

Memerintahkar kepada staf
pelalisana mtuli mengumpulkan
data{ata dari sub bagian -l Gambar,

doLalmenlasi,
file- berita

I Hari Disposisi

2

Pengumpular datadala
(gambar, dolllmentasl file,
berita) dari sub bagian

Gambar-
dohrmertasi,

file, berita
1 Hari

Proses pengolahan
informasi data dan

berita

Super Admir/Admin/Operator
menambah/melgubal/merghap
us role baru, msnu, sub menu
contsDt template datr melakukatr
editing informasi berupa data
data (gambar, doklmeo, video)
sebelum poses mggah data dao
iDformasi !'ang alian
ditarnpillian pada rrebsite

Komputsa
Laptop,
Jaring4
Intemet

3 Jam
Prmes editing

info.masi data dan
berita

.l

MelaLukan filtering informasi
terhadap data dan hformasi
(gambar- dokumeq video)
sebelum pros€s upload

Komputer
Laptop,
Jaringa,
Intemet

3 Jam
Proses editing

informasi data dan
berita

)
Super Admin/AdmiD/Operatot
mangunggah data-data datr
informasi (gambar, dolumeq
video)

Komputer
Laptop,
Jaringa.
Interoet

3 Jarn

Mengahsilkan
informasi data dar

berita

6

Melalukar cvaluasi
capaiaa./progeress pengelolaan
website secara beftala
perbutadsemestcr

__.1 Tabel
lnstrumen
psnilaian

I
Minggu

Rekap evaluasi
info grafis,

Lnalitas. kuantitas-
Upload data

dokuemn

| ""o--,"" I 
**" I ftrpqr 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I I

I

I I

I

I

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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KOMISI PEMILIHAN UMT]M
KABUPATEN MTINA

SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DA]\I
INFORl}tASI

Nonnr SOP Tahun 2025

Tanggal Pembuatan Seplember 2025

Tanggal Revisi

Tangeal Efektif ,46nfue025

Disahkan Oleh @

MUNA

ASKAR ADI JAYA

Nama SOP

DASAR Ht'KI \I KUALIFII({SI PELAKSANA

l. Psaturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Refornrasi Birokrasi Nonpr 35 Tahun 2012 Te ang
Podoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi
Pemerintahan;

2. Peraturan Presiden Nonror 29 Tahun 2014 tentang
system Akuntabilitas Kineria lnstansi Pemerintalr-

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunasn Aparatur
Negara Nomor 12 Tahun 2015 te ang pedouun
waluasi aas lmplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
lnstansi Pernerintah.

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nonror PER/09.M.PAN/5/2017 te ang
Pedoman Unnrm Penetapan lndikator Kinerja Utama di
Lingkungan lntansi Pemerintah.

5. Peratuan Komisi Pemilihao Umum Nomor 21 Tahun
2023 ter\tang Perubahan Kedua atas Perauran Komisi
Pemilihan Umum Normr 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dfi Seketarial Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2023 t(,ita[g Perubahan KelirB atas Peratuan Komisi
Pemilihan Umum Nonpr 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umu4 Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kablpden/Kot&

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR03-l-
Kpt/03/KPU/V201 8 tentang P€*unjuk Teknis Perjanjian
Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Peleoran Kinerra di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum-

Memahami penyusunan perjanjian kinerja sesuai pedoman teknis.

JUM LAH PEI-AKSANA

Minimal 2 orang

KETIRKAITAN PE RL,,{TAN,'Kf, LENG KA PA N

SOP Penyusunan perjanjian kine{a l. Pedoman telnis penyusunan

2. Konsep periuriian kineria
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN

fuabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi nilai
akuntabilitas kinerja Salker.

l. Sebagai dokumen pertanggung l@ran akuntabilitas kinerja
satker

2. Disimpen sebagai data elektronik dan manual.

o.

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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\o U.rirn Pmrdur
Pehkrrll Itlatr Baku Krl.

Sekrclaris
Kr. Sub B{g Pelakrsna P€r3larrlsn Oulput

I

MemerintahLan Kepada Kepala
Bagian Pert,lcanaan Data dan
Infromasi ur u[ men! usun
Perjanjian Kinerja -l

Dokumen
Peodukung

Tedrait

30
Mcnit

Disposisi

)
Memudahlian Kepala Sub
Bagian Perencana@ untufr
MeDlusur Format PerjaojiaD
Ki.erja.

Dol:umen
Pendul-ung

Terkait

30
Mcnit

Dsposisi

3

Mflyr$n Format Pedatrjian
Kinerja dan Mendiskusitan
Kepada Seketaris. Pejabat
Eselon III, Eselon IV- dan
Pel&ana.

-l Dol_umen
Penduliug

Terlait
I Hari

Formal Perjanjian
Kinerja

.l
Menghimpun Koosep
Perjanjian Ktu€rja !-ang telah
terkumpul. t-

Dokumen
Pendulittrlg

Terkait
3 Hari

Komep Perjadian
Kin€rja

:)

Meoyampaikan Konsep
P€rjanjiar Kinerja -vang telah
terkumput.

l Doliumen
Pcnduliurg

Terkait
I Hari

Konsep Perjanjian
Kircrja

Menl ampaikan
Seketaris

Kepada
Dokumen

Pendukung
Te*ait

30
Msnit

Konsep Perlanjian
Kinerja

7

Memparaf dokumen perjanjian
kin€da dan jika belum di setujui
mata kembali lagi kcpada
bagrsn Perencanaa4 Data dan
Informasi mtut oranq.

Dol-umen
Penduliung

Terkait
I Jam

Ko$ep PerjaDjian
Kineaa

tt

Mengakooodir peol'elesaial
petr).usuatr dan
pelandatanganan dokumen
psdarjian Kinrja Seketaris.
Eseton lll, IV dan Pelakana

Dokumen
Pendukung

Telkait
2 Hari

Dokumen
Perjanjian Kinega

L)

Mflgsrsipkan dan
Menyarnpaitan Pen!,usrman
dan Penadatangamn Dollmen
Perjanjian Kinoja Kepada
Itrs?ckorat dan Biro
Perencanaa dari Orgaosasi
Setieo KPU III Melalui Surat.

Dokumen
Penduliung

Terkait

30
Mcnit

Dokumen
Perjanjian Kinerja

6l

I

I I

I

I

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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KOMISI PEMILITIAN UMUM
KABUPATEN MUNA

SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN
INFORI}IASI

Nomor SOP Tahun 2025

Tanggal Pembuatan Septemb€r 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif z€mql25

Disahkan Oleh

u

KABP
MuNA)

\ ASKAR ADI JAYA

Nama SOP a

DASAR HUKUM KUALIFIIi{SI PEL.{KSAN.{

l. Peraturan Pemerintah Nonpr 90 Tahun 2010 tentang
Panyusrnan Renja kementriannembaga;

2. Peraturan Menteri Pendayagrmaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nonnr 35 Tahun 2012 Tentang
Pedornan Penyusunan Standar Operasional Administrasi
Pemerintahan;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMI(02I2013
tentang petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Kerja dan Anggaral Kementrian Negara/Lembaga
sebagaimana telah diubah dengar Peratuan Menteri
Keuangan Nomr 194/PlvfX..O2 120 I3 ;

4. Peraturan Komisi Pemilihsr Umum Nomor 2l Tahun
2023 terftang Perubahan Kedua atas Perauran Komisi
Pemilihan Umum Normr 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susrman Organisasi, dan Tara Ke{a Sekretariat
Jenderal Komisi Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekraariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten /Kota:

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2023 tqttang Perubahan Kelima atas Peratuan Komisi
Pemilihan Umum Nonpr 8 Tahu 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umun, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupden /Kotal;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
735l['J..-03.l/02/2021 tentang pedoman Tekds
Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umurn

Memahami Penyusunan Rencana Kerja-

Minimal 2 orang

KETERKAIT,4N PERLATAN/KELENGI(APAN
l. Renstra.
2. Rencana kegratan per sub bagian.
3. DIPA
4. Rincian Kertas Kerja-
5. Juknis DIPA Tahua Anggran 2022
6. Pedoman telais penyusunan rencana kerja-

PERIIIGAT.4N PENCATATAN DAN PENDAPATAN
I. Apabila tidak dilaksanakan maka akan berakibat pada

efektifitas pelaksanaan program anggaran dan kegiatan
2. A.kan menpengaruhi penilaian capaian kerja-

l. Estimasi kebutuhan belanja pegawar.

2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

JTMLAH PELAKSANA

SOP Penyusurun Rencana Kerja

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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Urrim Proi€dur
}hl! Baku Ket

KI. Sub Bag
PersJanrarn Ourput

I

Memedrtshtan Kepada Kepala
Bagiao Perencaman Dala dan
Infromasi untr.rk menrusun
Reocarla Keda berdasakan
Rensfa datr rencala kggiatan
per sub bagiatr

RsDstra.

Jutnis- DIPA-
RKA, rencaa

kcgiaan per
sub bagian

30
Menit Dsposisi

2

MembsrilGn disposisi kepada
kepala sub bagian pcrencanaan

untuk menlusun rancana ke{a-

Dokumen
Pendukrmg

Terkait

30
Msnit

Dsposisi

Mangmalisis usulan reDc$a
kegiatar

Dokumen
Pendul'-ung

Te ait
3 Hari fuah rencana k{a

4

Meliakukan koordinasi dengan
seluruh sub bagian utrtuk
membahas draft progarn
rencana kerja l'ang telah
disusun

Dokumen
Pcndukung

Ter*ait
3 Hari Arah reocana kerja

Memverifiliasi kesesuaian &aft
rencana kerja deDgan Renstra.
Julinis, DIPA. RKA talu
memberi paraf &alt. jika drafl
rencana kerja sudah disetujui
malia dapat langsung dicetali
oleh penlusun rencaoa lierja.
untuk disusun ula[g

Dokumen
Pcndulimg

Terkait
I Han

Rencana Kerja
Yarg lelah diparaf

6

Mernverifiliasi dan
menandatangani draft rencam
kerja. jika &aft bclum di setujui
malo kembali lagi kepada
Kepala Bagran Pcreucanaaa,
Data dan Informasi untuli
diubah.

__l
Dokumsn

Penduliung
Terkait

I Han
Rencana Kerja

Yang telah diparaf

7

Mendohmentasikan
msDga$ipkEn
rencana.

dan
dokumen

Dokumen
Penduliung

Terkait

30
Menit

Rencana Kerja
Yang telah di
tendatangani

I Sckrct ri!
I

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN
INFORMASI

Nomor SOP Tahun 2025

Tangga.l Pembuatan S€ptember 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif Segg$be. 2025

FN U tvt(r

Disahkan Oleh

NA

ASKAR ADI JAYA

Nama SOP : Revisi *
DASAR HTIKIiI\T KIIALIFTIC{SI PELAKSAN-{

l. P€ratuan Menteri Keuangan Nomr 60/PMK.02/2021
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2l Tahun
2023 terrang Perubahan Kedua atas Perauran Komisi
Pemilihan Umum Nomr 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susrman Organisasi, dan Tata Kerja Sekdariat
Jenderal Komisi Umum, Seketadat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekreladat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemitihan Umum Nonpr 12 Tahrm
ZoZ3 tf,.rffLg Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi
Pernilihan Umum Nornor 8 Tahun 2019 l€rrtarg Tda
Kerja Komisi Pemilihan Umun Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupden/Kota"

4. K€putusan Komisi Pemilihan Umum Nonpr
753ft1K.03.llO2/2OZl tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Anggaran Belanja Negua di Lingkrmgan
Komisi Pemilihan Umum.

l. Memahami tata cara rarisi anggara-
2. Manpu rnengoperasikm Aplikasi Revisi (SAIOD

JUMLAH PEL{KSAI\A

Minimal 2 orang

KETERILAITA\ PERL.,{TAN/KELENGI({PAN

l. SOP Revisi dalam satu kegrdan, antar kegiatan, antar
akun.

2. SOP Revisi alokasi kebunrhan belanja pegawai.

3. Pelaksanaan rencana kerja anggaran dan kegiatan.

I. SBM.
2. Juknis DIPA.
3. PMK tata cam revisi anggaran.
4. Rincian Kertas Kerja-
5. Realisasi anggaran.
6. Aplikasi SAKTI.
7- Data Dukung.

PERINGAT.{.'r- PENCATATAN DAN PENDAPATAN
l. Apabila tidat dilaksanakan akan mempengaruhi

p€nyeraPan anggaran.
2. Mempengaruhi persertase capaian realisasi anggaran

1. Estinrasi kebutuhan belanja pegawar

2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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U reiar Pmsedur
Mal| Brku

Ket

Sekrctrri. Kr. Sub Brg PPX Pclllkrlni Output

Menerima usulal revisi
aDggalan
Menelaah surat usulan revisi
anggaran dari sub bagian dan

memerintahlian kepada Kepala

Sub Bagian Pe.encanaarl DatE

dan lnformasi utrtuk mclakukan
perincian dan prerhitungan

usulan relisi anggaran

Surat Us,ulan
rerisi

an&garan

30
Menit

Disposisi

2

M€ngamlisis usulal revisi
anggaratr dan menugaskan
pelaksana unok meEprosgs
usulan relisi sesuai matriks
usulan revisi anggaran

Matriks rer isi I Hari
RKA

sebelum-
scsudah

Melaksanakan revisi anggaran
melalui aplikasi revisi t-

I Matriks revisi
Jaringan
internet

I Hari
RKA

sebelum-
sestdah

4
Menelaah usulan reyisi
anggaran berdasarlian realisasi
anggaran

Matriks revisi I Jam

DIPA
Konsep,
R(A

sebelum.
sesudah

Meaganalisa perubahan DIPA
petikao hasil irput revisi dan
kclengkapan usulan dokumen
re\'$l

tidak
l\'latriks rer isi I Hari

DIPA
Konsep,

RI(A
sebelum-
sesudah.
dokumen

pendukung
lainnva

6

Mcnerima kons€p p€rsetujuan

usrlan rcvisi anggarut. dalam
hal :

- Relisi angga.an berada
dalam ketenangan KPA.
maka KPA dapat
menetapkal Revisi
POK/DIPA ke Kanrvil DJPb
melalui aplikasi revisi

- Revisi anggaran memerlulian
pers€tujuan Eselor I, malia
KPA mengirimlian
permintaan suat pqsetujuan
relisi ke Eselor I

- Relisi anggamn berada
dalam kervenangan Eselon I.
malia KPA mengirirnlian
usulan revisi anggaran ke
Eselon I

Matrik revisi I Jam

DIPA
Kons@,

RKA
sebelum-
s€$dah.
dokumcn

perdukung
lainnya

7

Proses usulan revisi dan upload
doLuen pendulong lainnya
melalui aplikasi rer-isi

L
DIPA

Konsep. RKA
sebelum
sesudah-

doLumen
pendul-ung

lainnva

I Jam

Notifikasi
ro isi dari
Karwil b1

aplikasi

I
I

I

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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8
Menerima notifikasi usulan
revisi dari Kanwil DJPb

DIPA
Konsep, RKA

sebelum
sesuda_h-

dokumen
penduhng

laim,la

1 Hari

Monitoring
progress
revisi by
aplikasi

9
Menerima DIPA Rer.isi dan
DJPb melalui aplikasi Revisi

DIPA
Petiluq ADK 2 Hari

DIPA
Petikan-
ADK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

sesuai dengan aslinya
EKRETARIAT KOMISI PEMILIFIAN UMUM

MUNA
Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MUNA

NOMOR 2I TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PADA SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT

DAN SUMBER DAYA MANUSIA

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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KOMISI PEMILITIAN UMUM
KABUPATEN MUNA

SUB BAGIAN PARTISIPASI, IIUBUNGAN
MASYARAKAT DAII

SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP Tahun 2025

Tanggal Pembuatan September 2025

Tanggal Revisi

TmegalEfekaif /'/ ffigoz 5

a apDisahkan o-
MUNAo

AODE ASKAR ADI JAYA
Na masi Publik

D.{SAR HTiKT M KUALIFiIGSI PELAKSANA

L UU. No. 14 Tahon 2008 tfitang Keterbukaan Infurmasi
Publik:

2. LIU. No. 7 Tahun 2007 t€ntang Pemilihan Umum;
3. Pef,aturan Menteri Pendayagunaan Apardur Negara dan

Refomlasi Birokrasi Nonnr 35 Tahm 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi
Pemerintahan:

4, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nonnr 2l Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua das Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nornr l4 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susman Orgaisasi, dan Tata Kerja Seketariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umurq Sekretadat Komisi
Pemilihan Umum Provimi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nonror 22 Tahun
2023 lentang Pengelolaan dan Pelayanan lnformasi
Publik di Komisi Pemilihan Umurn, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupden/Kotq

6. Keputusan KPU Nonpr 8E/kp(s/KPU Tahun 20t5
tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan lnformasi
Publik di Lingkup Komisi Pemilihan Umum.

l. Pejabd yang berwenang/sesuai Tupoksi;
2. Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan infomrasi;
3. Jujur dan berranggung jawab;
4. Mengetahui tugas, fimgsi system dan prosedur pelayanan

inbrmasi:
5. MarDpu nenangani pernobon dengan aktif,
6. Mengaahui informasi kepemiuan dan kelembagaan;
7. Mengetahui klasifikasi informasi;
8. Mengetahui mekanisme pembuatan laporm.

JUI\tLAH PELAKSAT-A

Minimal 2 orang

KETERKAITA\ PE R LATAN/KE Lf, N G IGPAN.

SOP Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Publik
Ruang pelayanan informasi, Konputer, printer, meja, kursi, rak
pelayanan informasi, buku regstrasi, formulir pelayanan informasi
dan tanda terima pelayanan informasi

PERINGAT,{N PENC-{TATAN DAN Pf, NDAPATAN

Prosedur ini wa;ib dilaksanakan sesuai alur kegiatan
l. P€ncddan dalam matriks kegiatan dan penugasan

2. kporan pelakasanaan

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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No Urairn PmFdur

Pelakana Mutu Baku

Pcnohon

K'3ubag
Prrhubm{s
daD SDM
KPU K"b

S€L
KPU
Krb

PelaktstrE Output XeL

I

Pemohon infonnasi
daling detrgan
me4isi formu.lir
permoho0,m
informasi atau
uelalui sur'at email.
teleporl PPID

Staf pelalsam
m€nginfonrusil(an
kepada pemohon
teitait info.rnasi

l.atrg dimitrta

Kartu
identitas.

ake
runads,

dohrmen
Pery€saharl

badarr
polilik

15 menil

Data p€mohon
terisi, pemolpn
m€menDhi
slarat

Untuk
pemohon

melalui surat,
eoail. telp, dan
fa\ formulir
diisikan staf

2

Data
tersedia

hardcopy/s
oftcopy

15 menit Tanda Terima

Dala bulan
temasuk

infonnasi dalm
kategoii

dikecualitan

3

Staf pelaksarB
mellginfonDasikatr
infomasi yang
dikecualikaa

) metut
Pemohon
ierinforma siken

.l

Jita inforrnasi ya[g
dimohon tidal dapal
diberitan tangsung,
de€k pelalarun
berkoordinasi
dengar kasxbbag
(Pejabat PPID) &
tim peryhiorg

Nota diMs/
Dis?osisi/
Arrtar

l0 hari keia
dan dapar

diperpanjang
7 hari keda

l0 haii keda datr
dapat

diperpanjang 7
hari k€la

KhDsus ufiuk
iffofirasi

tallapar PPID
membeaikan

jasabn t€rtulis
dalam $'aktu 3

hai keda dan
dapat

dilerpanjang 2
bari ke.ja

(Pe*i 1 Tahun
2019)

:t

Pemohon meD€rinra
tanda terim,
pemberitahuan
tertulis apabila
hforoasi dapat
diterifia atau trdak

L Klasifikasi
Ta[da terima
dilal
pemberitahran
tertulis

dzta )ang
dapat

dibenkan/
lidal

Diberikan desk
informasi
(omine)

$rauefiail
(ot irc)

6

Desk infonnasi
mengapdate r€gisler
pela].,anarl iofortrusi
aFbila s€suai

Update
register

pelayanan
infonnasi

1
Supenisi kegiatatr
oleh ltusubbag

_.1
Dala

update
pelalanan

Da1a la)anan
harian

8
Pel4oran
Kasubbag
Sekretaris

I

Data
I Bulal Lapo.a! bulanal

Update

I

I

I

I

I

I

I

dari I**l I

I

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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KOMISI PEMILITIAN UMUM
KABUPATEN IV1UNA

SUB BAGIAN PARfiSIPASI, IIUBUNGAN
MASYARAKAT DAN

SU]IIBER DAYA MAMJSIA

Nomor SOP Tahun 2025

Talggal Pembuatan September 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif zfimp2s

Disahkan Oleh
tr

ASKAR ADI JAYA
Narna SOP : PenanganN{ftEEi#fHadap Pelayanan

Infomrasi

DASAR HTiKUM KL ALIFIKASI PELAKSANA
l. UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi

Publik;
2. UU. No. 7 Tahun 2007 tsntatrg Pemilihan Umum:
3. Peraturan Menteri PendafaguEan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahutr 2012 TeotaDg
Pedoman Perlusurua Standar Operasional Administrasi
Pemeriltahan;

4. Peranrran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 [ Tatruo
2023 tertang Perubaha! Kedua das Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tfltang Tugas-
Fungsi, Susunaa Organisas_L dan Tafa Ke{a Seketarid
Jenderal Komisi Umur; &kretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Seketariat Komisi P€milihatr
Umum Kabupalen/Kota

5. PeraturaD Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelalaoan Ilformasi
Publik di Komisi Pemilihan Umunl Komisi Pemilihan
Umum Provinsi. dan Komisi Pernilihal Umum
Kabupd€n/Kot4

6. Keputusan KPU Nomor 88&6VKPU Tahun 2015
tedalg SOP Pengetoha[ dan Pela]aoatr Itrfomasi
Publik di Lingkup I6misi Pemilihan Umum.

l. Pejaba yang beruenarg/sesuai Tupoksi;
2. Memiliki kemampuatr admiristrdsi dan p€layanan infomrasi:
3. Jujur dan betanggung jawtb;
4. Mengetahui tugas, fiDgsi slstem dan prosedur pelayanan

inbrmasi:
5. Mampu menaogani pemohon deogan aktif:
6. Mengetahui infomasi kepemiuan dan kelembagaan;
7. Mengetahui klasifikasi informasi;
8. Mengetahui mekanisme pembudan laporan.

JLMLAH PELAKSANA

Minimal 2 orang

KETERKAITAN PERLATAN/KELENCKAPAN

SOP Pelal'anan Informasi Publik Ruang pelal'anan informasi- Komputer, printer, mej4 kursi, lak
pelalanan inforrus,i. buku registrasi, furmuli keberatan

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDA?ATAN

Prosedur ini ua;ib dilaksanakar sestai alur kegiataa
l. Pencalatan dalam matrfts kegiatan dar petrugasan
2. laporan pehkasanaan

\-a -a

o.

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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Urai.n Pru$dur

P€lrkina Mulu Bsktr
Krsubss

Prrhubmrs
dlrl sOM
KPU Krb

S€L
KPU
Krb

PeByrrrtan Output Kcr

I

Pemoh@ infonDasi
mengajukal
permohomn
keberatan &ngn
mengrsi formulir
keberatan

Kartrr
i&ntitas. akte

nolaris-
dokumen

pengesahatr

bada.n public

l0 mcnit

Data pemohotr

terisl pemohon
memenuhi

$ aiat

Sui'at jawabatr

tang telah
di taldataryani

2

Staf pelaksana
menginfonnasit n
tromor regisrasi
fomult keberatan
dan jalgka $aktu
jas"bon atau
kebaralan sesuai UU
KIP

Formulir
keberatan

Grisi

Updale oomor
registrasi
formulir

I 5 mcnil

.l

Staf pelatsaia
meogitrfomEsilao
norDor legistrasi
formulir keberatan
datr jaqka wattu
jawabu atau
k€berstan sesMi UU
KIP

Fo.mulir
keberalan

lersampaikan

J

p€jabd PPID
men! amgaika[
formulir kebeiatan
k€Dada atasan PPID

t
Ncta Din s/
Disposisi/

Aranan

Formulir
keberatan

tersampaikan
I hari

5

Alasan PPID
Denjawab lemohoo
xa. Sub Bag.
Pelaklala
perq'aralan waktu
oltrpm permohomtr
keb€ra(an -l

Ja* aban

Permohorutr
keberatan

I hari
Surat janaban

) ang telah
ditandalanBani

6

Desk inforEasi
men)_ampaikan sur:at
jawab! kepada
pemohon

+ U@te
r€gister

p€layarlan
informasi

Maks. 30
lEri keda

sejak
k6eratan

I

.E
I

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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(o i. rll

(,FNo

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

STJB BAGIAN PARTISIPASI. HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN

STJMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP Tahun 2025

Tanggal Pembualan ScptEmber 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif SeDrember 2025

N U k,

Disaikan Oleh u
o.

NAo
ODE ASKAR ADI JAYA

Nama SOP : Peogu

DASAR HI,:KTIM KU,riffislpuexs.rire
l. UU. No. 7 Tahun 2007 teotang Pemilihar Umum:
2. Peraturan Mented Pendalaguoaan Apardur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tenlang
Pedoma Penyrsunan StaDdar Operasiooal Administrasi
Pemerhtahan:

3. Peraturan Komisi Pemilihao Umum Nomor 2 Taltun
2021 teftatrg Tda Naskah Dinas Komisi Pemilihar
Umunl Kornisi Pemilihan Umum Pnovinsi dan Komisi
Pemilihan Umu m Kabupdeo/Kota

4. Psr&rxan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2l Tatrun
2023 tentaq Perubahao Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahuo 2020 tentang Tugas
Fungsi, Susrman OrgaDisasi dan Tata Kerja S€kretariat
Jenderal Komisi Umum- Sekrclariar lfumisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekretaria Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota

5. Peraturatr Komisi Pemiliban Umum Nomor 22 Tahun
2023 te[taDg Pergelolaan dan Pelataoan lnfornusi
Publik di l(omisi Pcmilihan Umunu Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dau Komisi Pemiliban Umum
Kabupde Kot4

l. Peodidikan Minimd SLTA
2. Teranpil

JLIMLAH PELAKSANA

Minimal 2 oEng

KETERI(AITAN PERLATA N/KELENGKAP,{N

SOP Penguusan Surd K€luar
L Alat Tuts,
2. Agenda

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN

Apabila SOP tidak dilaksalakaq maka srrd akar terhmbat
saflpai ke tujuar.

l. hrku laporan Masuk

2. Buku Registrasi l-eoratr

l-r I
.a

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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No Uraian Prosedur

Mutu BaIu

Sta,

Xi!ubag
Parhubmas
dan sDM
KPU Kab

S€L
KPU
Kab

Ka. Brs PelsyarataD Output Ket.

I

Meoerima $uat
bese(a dokumetr
pedukung
(keBikan pangkat.
gaji be*ala, mutasi.
disiplh p€gasai.
citri. tugariz-it
bclajar. pensio4 dll)
dad uir
keda,/satuan kerja
dan disampaikan
langsung kepada
Kasubag Parhubmas
da, SDM

Kartu
Disposisi

1 ) mcnit

Sumt Masuk
beserta

dok1mren
pcndukung

)

Meoeliti/memerilsa
sur"at beselta
dokooen
pendukung dan
meminta aranan
kepa<la Sekretaris

Surai Masuk
besena

ddqrmen
pedukug

20 mcml

Surat Ma$*
hasil

perclilian/pem
eriksaa-D

berdasarkan
aralEn Kabag
Huhlm dan

SDM

3

Merclii/memeriksa
surat beserta
dokuoeo
pendukung yang
trusuk datr
menyerahkalma
k?ada Kasubag
Parhubmas dan
SDM untuk
ditirvlakl.rtjuti atau
metryampqikan
keDada Ka. Bag

Surat tlrasxk
hasil

penelitian dan
perEeriksaan

Surat rnasuk
hasit

penelitiadpem
eriksaaD
kembari

20 Merdt

{

Meniodaklanjuti
hasit
penelil iaJy'peDeriis
aan b€.dasa*an
kete uan )'ang
berlaku (rneltgioput
dalam aplilasi alau
men}1l$m kotrsep
dokumen
keDesan aian)

Surat Masul
hasil

petrelitian dan
pemeriksaan

k€mbali

Paling
lambal 7
hari kerja

Dol_umcn
Kepega$ aian

Utrtuk ruskah
dinaddokNnen

yatrg pro6€s
perc6itannya

menjadi
kescnaagan

KPU Pro\irci
Sularlesi
Tenggara

)
Meneruskadmenind
ak lanjuti ke Ka.
Bag untuk diproses
selanjuhla

Paling
lambat 7
hari kerja

Dokumen
Kepegar€ian

Untuk oaskah
diDavdokumen

yang gos€s
petrerbitaDnF

menjadi
kesenangan

KPU RI

I

l

I

I

I

I

I

I

I

I Surat

I peneanar dan
I dokom"o
I peodukune
I aAmi"irt a.i

I kepegawaian

tr

I

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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6

Menerima dokumen
kepegawaian &tr
Ka. Bag utrtuk
ditindaftlejuti

Paling
lalrbat 2
haii kerJa

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

MUNA
b Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ttd.

)t

_l

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

